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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, vang telah
memberikan petunjuk serta memperkenankan sehingga kami dapat
menyelesaikan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Temanggung Tahun 2023,

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan Peranghkat Daerah
untuk satu tahun kedepan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Renstra Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik yang dimulai tahun 2019 sampai tahun 2023,

Dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi
masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Temanggung dan

berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun di
tahun 2023,

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencansa Kerja ini masih
banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun
sangat kami harapkan demi penyempurnaan Hencana Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja ini dapat berguna dan
bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembanpunan di Kabupaten
Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

—

i DJOKO PRASETYONC™S.Sas

Pembina Utama Muda
NIP.19721126 199203 1 002
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi,
dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa
Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan
yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan
masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Renja  Perangkat Daerah  merupakan dokumen  perencanaan
pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat
kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta
rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan
datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan
penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat
Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat
Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu
RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat
Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang
ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta

urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
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Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023
yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang
didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan
aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten
Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun
waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 memiliki
keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional,
provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan
pembangunan yang ada pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.
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Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung
Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan
penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;
Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, pada dasarnya sama dengan
pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data

dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam
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rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menyangkut aspek:

1) Kondisi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2) Organisasi dan Tatalaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik tahun sebelumnya;

4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan
Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;

6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi
pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;

9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2023;

10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi;

11) Data Pokok Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
dan

12) Informasi lain terkait pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.

Analisis gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur
kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator
kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;

3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator
dalam Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
untuk kondisi tahun 2019-2023;

4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun
2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD
yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;

5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi,
rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua

indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
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Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Review hasil evaluasi mencakup:

1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja yang direncanakan;

2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang
direncanakan;

3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja yang direncanakan;
Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau
kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul
terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik. Merumuskan suatu kebijakan atau
tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan melalui langkah-langkah

sebagai berikut:

1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target
kinerja program,;

2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja
kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan
renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun
sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja
terhadap target kinerja Perubahan renstra Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah
dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan pencapaian visi dan misi
kepala daerah;

4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana
berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan, misalnya
kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana

strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.
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Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik, dimaksudkan untuk menentukan

permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik tahun sebelumnya, serta capaian

kinerja Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

2) Permasalahan dan  hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
capaian program nasional dan internasional, seperti SPM
(Standar Pelayanan Minimal) dan SDG’s (Sustainable Developmnet
Goals);

4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;

6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi

prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja programatau

kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta
pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan
untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum
di dalam rancangan awal RKPD;

b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai
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dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan.

c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan
APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan
pembiayaan daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran;
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan
renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan
bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan
pemangku  kepentingan, terhadap prioritas dan  sasaran
pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan,
sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih
bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan
dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun dalam proses ini Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran yang sangat penting
karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan
dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.
Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan
tingkat wurgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting
terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dalam pembangunan daerah.

Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh

proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi,

analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah

dokumen.
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Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas
dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang
terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi
birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim
investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan
bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik,
kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan
keamanan.

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari
verifikator pada saat desk rancangan kerja.

Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan
untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik dengan saran dan masukan dari tim desk
rancangan Renja Perangkat Daerah.

Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.
Dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang
telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan
kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari

pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-
2029;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun
2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10
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Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah; dan

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020
tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas
kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta
indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:



1.4.

RENJA 2023 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan

pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif,

bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;

. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing

program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun

2023;

. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program

dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023; dan

. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.

Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB 1II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V  PENUTUP
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK TAHUN 2021

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
2021 dan Capaian Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 terhadap capaian
Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023,
serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan
yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian
akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun
berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana
capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan
Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2019-2023 telah
dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan

pada tabel berikut:

11
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Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

s.d Tahun 2021

BIDANG/ INDIKATOR KINERJA REALISASI PER TRIWULAN REALISASI 2021 CAPAIAN 2021
SATUA TARGET 2021
KODE PROGRAM/ PROGRAM/KEGIATAN N ] 1 v
KEGIATAN K Rp(Renja) Rp(DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01.02 PROGRAM PENGUATAN 245.000.000 45.466.903 28.997.200 678.500 15.188.600 44.864.300 98,67
IDEOLOGI PANCASILA
DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
Presentase sekolah yang mendapatkan % 62 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0
pemahaman kebangsaan 0 0 0 0
Cakupan desa/kelurahan yang % 10 0,0 0,0 0,0 4,84 4,8 48,4
mendaptkan pembinaan wawasan 0 0 0 4
kebangsaan
01.02.2 | Perumusan Kebijakan Terlaksananya penyusunan program orang 16 245.000.000 45.466.903 80 28.997.200 0 20 678.500 600 15.188.600 | 1.6 44.864.300 100 98,67
.01.02 Teknis di Bidang Ideologi | kerja di bidang ideologi wawasan 00 0 0 00
Wawasan Kebangsaaan, kebangsaaan, bela negara, karakter
Bela Negara, Karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
Bangsa, Pembauran Bhineka Tunggal Ika dan sejarah
Kebangsaan, Bhineka kebangsaaan
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
Rata-rata capaian kinerja kegiatan 100
Predikat Sangat
Tinggi
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8.01.0 PROGRAM 10 109.000.000 1.340.928.550 12.351.250 1.036.411.82 81.982.400 0 1.339.716.10 0 99,91
3 PENINGKATAN PERAN 0 0 0
PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
Persentase pemilih yang menggunakan % 87 87, 87, 87, 87,2 87, 100
hak pilihnya 21 21 21 1 21
Presentase keterwakilan perempuan di % 30 25, 25, 25, 25,0 25, 83,33
lembaga politik 00 00 00 0 00
Presentase keterwakilan perempuan di % 30 31, 31, 31, 31,8 31, 100
DPRD 82 82 82 2 82
8.01.03 | Penyusunan Bahan Terlaksananya Penyusunan Program orang 39 109.000.000 1.340.928.550 0 12.351.250 25 1.036.411.82 40 81.982.400 100 208.970.63 39 1.339.716.10 100 99,91
.2.01.0 | Perumusan Kebijakan di Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika 0 0 0 0 0 0
2 Bidang Pendidikan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Politik, Etika Budaya Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Politik, Peningkatan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Demokrasi, Fasilitasi Umum/ Pemilihan Umum Kepala
Kelembagaan Daerah, serta Pemantauan Situasi
Pemerintahan, Politik di Daerah
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/ Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
Rata-rata capaian kinerja kegiatan 100
Predikat Sangat
Tinggi
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PENGAWASAN
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36.600.000

12.653.300

740.500

1.256.250

2.566.300

12.300.937

97,22

Cakupan terbentuknya FKUB di
Kecamatan

%

10

8.01.04
.2.01.0

Pelaksanaan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan
di Bidamg Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing
di Daerah

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
pemerintahan di bidang seni, budaya,
agama,kemasyarakatan dan ekonomi

ormas

14

36.600.000

12.653.300

740.500

10

1.256.250

30

2.566.300

95

7.737.887

14

12.300.937

100

97,22

Rata-rata capaian kinerja kegiatan

100

Predikat

Sangat
Tinggi

8.01.0

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

120.000.000

484.680.288

6.504.143

2.613.000

145.155.60
0

330.264.70
0

484.537.443

99,97

Presentase terdeteksi dan
tertanganinya konflik seni, budaya,
agama, kemasyarakatan, dan ekonomi

%

10

10

10

10

100

10

100

8.01.05
.2.01.0

Pelaksanaan Koordinasi
di Bidamg Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Kerukunan
Umat Breragama dan
Penghayat Kepercayaan
di Daerah

Terciptanya kehidupan berbangsa dan
bernegara yang kondusif

orang

75

120.000.000

484.680.288

50

6.504.143

25

2.613.000

22

145.155.60
0

460

330.264.70
0

75

484.537.443

100

99,97

Rata-rata capaian kinerja kegiatan

100

Predikat

Sangat
Tinggi
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8.01.0 PROGRAM 750.000.000 528.483.000 4.781.300 150.698.000 217.692.10 155.281.60 528.453.000 99,99
6 PENINGKATAN 0 0
KEWASPADAAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Presentase terdeteksi dan % 10 10 10 10 100 10 100
tertanganinya konflik politik dan 0 0 0 0 0
keamanan daerah
Cakupan desa/kelurahan yang % 10 0 0 0 36,6 36, 100
mendapatkan pembinaan pencegahan 8 68
penyalahgunaan narkoba
Cakupan sekolah yang mendapatkan % 35 0 0 0 0 0 0
pembinaan pencegahan
penyalahgunaan narkoba
8.01.06 | Pelaksanaan Koordinasi orang 16 723.000.000 519.559.200 0 3.480.400 | 45 148.132.300 | 60 | 215.115.90 55 | 152.802.60 | 16 519.531.200 99,99
.2.01.0 | diBidang Kewaspadaan 0 0 0 0 100
4 Dini, Kerjasama

Intelejen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
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8.01.06 | Pelaksanaan Monitoring, orang 30 27.000.000 8.923.800 1.300.900 | 10 2.565.700 | 10 2.576.200 10 2.479.000 | 30 8.921.800 99,98
.2.01.0 | Evaluasi dan Pelaporan 100
5 di Bidang Kewaspadaan

Dini, Kerjasama Intelijen,

Pemantauan Orang

Asing, Tenaga Kerja

Asing dan Lembaga

Asing, Kewaspadaan

Perbatasan Antar

Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, serta

Penganan Konflik di

Daerah

Rata-rata capaian kinerja kegiatan 100
Predikat Sangat
Tinggi

8.01.0 PROGRAM PENUNJANG | Tersedianya administrasi keuangan, 10 301.580.000 210.648.300 42.685.558 51.335.672 40.883.944 61.204.653 0 196.109.827 100 93,10
1 URUSAN PEMERINTAH umum dan jasa penunjang perangkat 1]

DAERAH daerah (ex BAU)

KABUPATEN/KOTA
8.01.01 | Penyediaan Komponen bulan 12 1.430.000 2.753.800 502.000 3 750.500 3 0 3 1.450.000 | 12 2.702.500 100 98,14
.2.06.0 Instalasi Listrik/
1 Penerangan Bangunan

Kantor
8.01.01 | Penyediaan Bahan bulan 12 7.150.000 4.599.100 380.000 3 1.812.500 3 1.280.000 3 1.117.500 | 12 4.590.000 100 99,80
.2.06.0 Logistik Kantor
1
8.01.01 | Penyediaan barang bulan 12 4.950.000 3.451.000 677.500 3 1.185.800 3 1.087.700 3 495.000 | 12 3.446.000 100 99,86
.2.06.0 | cetakan dan
1 penggandaan
8.01.01 | Fasilitasi Kunjungan bulan 12 7.150.000 6.100.000 3.068.000 3 701.500 3 740.000 3 1.575.819 | 12 6.085.319 100 99,76
.2.06.0 | Tamu
1
8.01.01 | Penyelenggaraan Rapat bulan 12 57.150.000 6.675.000 2.600.500 3 760.500 3 0 3 3.313.500 | 12 6.674.500 100 99,99
.2.06.0 | Koordinasi dan
1 Konsultasi SKPD
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8.01.01 | Penyediaan Jasa Surat bulan 12 1.760.000 2.520.000 3 0 3 800.000 3 600.000 3 1.000.000 | 12 2.400.000 100 95,24
.2.06.0 Menyurat

1

8.01.01 | Penyediaan jasa bulan 12 24.750.000 16.200.000 3 2.864.858 3 2.964.095 3 2.792.725 3 2.391.647 | 12 11.013.325 100 67,98
.2.06.0 | Komunikasi Sumber

1 Daya Air, dan Listrik

8.01.01 | Penyediaan Jasa bulan 12 2.750.000 2.475.000 3 2.400.000 3 0 3 0 3 0 12 2.400.000 100 96,97
.2.06.0 | Peralatan dan

1 Perlengkapan Kantor

8.01.01 | Penyediaan Jasa bulan 12 126.000.000 133.636.000 3 | 28.000.000 3 31.500.000 3 | 31.500.000 3| 34991718 | 12 125.991.718 100 94,28
.2.06.0 Pelayanan Umum Kantor

1

8.01.01 | Penyediaan Jasa bulan 12 24.970.000 29.344.700 3 1.771.000 3 9.952.777 3 2.391.019 3 | 13.809.469 | 12 27.924.265 100 95,16
.2.09.0 | Pemeliharaan, Biaya

2 Pemeliharaan, pajak dan

Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau

lapangan
8.01.01 | Pemeliharaan/Rehabilita bulan 12 40.000.000 1.370.700 3 50.000 3 544.000 3 50.000 3 725.000 | 12 1.369.000 100 99,88
.2.09.0 | si Gedung Kantor dan
9 Bangunan Lainnya
8.01.01 | Pemeliharaan/Rehabilita bulan 12 3.520.000 1.523.000 3 371.700 3 364.000 3 442.500 3 335.000 | 12 1.513.200 100 99,36
.2.09.1 si Sarana dan Prasarana
1 Pendukung Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya
Rata-rata capaian kinerja kegiatan 100
Predikat Sangat
Tinggi
1.562.180.000 2.622.860.341 96.059.951 1.242.314.74 488.958.84 2.605.981.607

Jumlah 2 4

Rata-rata capaian
kinerja kegiatan

perangkat daerah 100 99,36
PREDIKAT | Sangat
Tinggi

Rata-rata capaian 63,20
kinerja program
perangkat daerah

PREDIKAT | Upaya
Keras

17




RENJA 2023 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun sebelumnya maka
akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

e. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

f. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan
di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah

g. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang

Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan

Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas

Asing di Daerah

h. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat

Kepercayaan di Daerah

i. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,

Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja

Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah

j- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang

Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang

Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan

Perbatasan
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan, tidak ada.
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3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.2.1.Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)
Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD
berikut:
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Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Temanggung
Capaian
o INDIKATOR Sutuan TARGET REALISASI s/d Statu
KINERJA 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2021
(%)
1 | Indek Toleransi % 3,15 | 064 |415 | 417 | 419 | 98 4 5 100 T
2 | Indeks Gotong Royong % 3,15 0,64 | 4,2 4,21 4,22 415 0,83 4,33 100 TT
3 | Persentase sekolah yang mendapatkan o 60 60 62 62 62 0 0 0 0 UK
pemahaman kebangsaan
4 | Cakupan desa/kelurahan yang o 10 10 10 10 10 30,7 0 4,84 48,44 UK
mendapatkan pemahaman kebangsaan °
S | Persentase pemilih yang o 87 87 87 87 87 87,20 87,21 87,21 87,21 R
menggunakan hak pilihnya ?
6 | Persentase keterwakilan perempuan di o 30 30 30 30 30 25 25 25 83,33 AT
lembaga politik °
7 | Persentase keterwakilan perempuan di o 30 30 30 30 30 31,11 33,33 33,33 100 TT
DPRD ?
8 | cakupan terbentuknya FKUB di o 100 100 100 100 100 0 0] 0 0 UK
Kecamatan ©
9 | Persentase terdeteksi dan tertanganinya
Konflik seni, budaya, agama, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 R
kemasyarakatan, dan ekonomi
10 | persentase terdeteksi dan tertanganinya o 100 100 100 100 100 100 100 100 100 RE
konflik politik dan keamanan daerah ?
11 | persentase desa/ kelurahan yang
mendapatkan pembinaan pencegahan % 5 10 10 10 10 0 68,60 36,68 100 T
penyalahgunaan narkoba
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12

Persentase sekolah yang
mendapatkan pembinaan pencegahan
penyalahgunaan narkoba

%

30,3

35

35

35

35

75

UK
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Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah
sebagai berikut:
1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 6 terdiri dari:
a. Indeks Gotong Royong.

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya
pandemi yang berdampak besar bagi kehidupan
masyarakat mampu menumbuhkan sikap gotong royong
dan kepedulian antar masyarakat

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masuknya
budaya asing yang mempengaruhi mental bangsa.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
pelatihan dan peningkatan kualitas aparatur desa, tokoh
masyarakat dan tokoh agama.

2) Indeks Toleransi

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Budaya
masyarakat Temanggung yang masih tinggi rasa tepo seliro
mendorong indeks toleransi yang tercipta tinggi

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya
gadget dan internet yang sudah menjangkau sampai di
pedesaan menumbuhkan sikap tidak peduli pada
lingkungan karena sibuk dengan gadget masing?2.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
peningkatan kinerja FKUB, peningkatan peran actor local
untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan masyarakat.

3) Prosentase keterwakilan perempuan di DPRD

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah masyarakat
khususnya perempuan mulai paham dengan politik dan
memiliki keinginan untuk menjadi anggota dewan

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sudut
pandang pemikiran masyarakat desa bahwa perempuan
bukan sebagai pemimpin.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
dilakukan sosialisasi pendidikan politik khususnya
perempuan.

4) Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya,
agama, kemasyarakatan, dan ekonomi

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya
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monitoring, pengawasan dan koordinasi yang terjalin
dengan baik dengan masyarakat dan Instansi terkait.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masyarakat
yang kurang terbuka akan informasi.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
mempererat kerjasama untuk koordinasi dengan tokoh
masyarakat, tokoh agama dan aparat

5) Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan
keamanan daerah

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya tim
khusus untuk pengawasan daerah sehingga sebelum
konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masyarakat
yang kurang terbuka akan informasi.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
mempererat kerjasama untuk koordinasi dengan tokoh
masyarakat, tokoh agama dan aparat

6) Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan
pencegahan penyalahgunaan narkoba

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah keinginan dan
kesadaran masyarakat untuk menciptakan generasi muda
yang bebas dari narkoba.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat saat
pandemi Covid 19 yang tidak memungkinkan untuk
dilakukan kegiatan sosialisasi.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
mempererat kerjasama untuk koordinasi dengan tokoh
masyarakat, tokoh agama dan aparat

7) Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah keinginan
masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya
kesadaran demokrasi pada masyarakat Temanggung.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
Kegiatan Sosialisasi atau penyebar luasan pelaksanaan

pemilu bagi masyarakat.
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2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 1 terdiri dari:
a. Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik.

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya
kesetaraan gender, mengangkat kaum perempuan untuk
sejajar dengan pria.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah anggapan
masyarakat yang menganggap perempuan lemah dan lebih
memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
diadakan kegiatan sosialisasi atau pendidikan politik bagi
kaum perempuan.

3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 4 terdiri dari:
a. Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan.

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah wujud rasa
cinta terhadap tanah air mendorong keinginan untuk
memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanaya
PPKM membuat pelaksanaan sosialisasi dibatalkan.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah akan
dilaksanakan di triwulan pertama tahun 2022.

b. Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman
kebangsaan

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah wujud rasa
cinta terhadap tanah air mendorong keinginan untuk
memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanaya
PPKM membuat pelaksanaan sosialisasi dibatalkan.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
sosialisasi wawasan kebangsaan di desa akan dilaksanakan
di triwulan pertama dan kedua tahun 2022.

c. Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah wujud rasa
cinta terhadap tanah air mendorong keinginan untuk
memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanaya

PPKM membuat pelaksanaan sosialisasi dibatalkan.
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3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
pelaksanaan koordinasi dengan FKUB dan akan dibentuk
forum komunikasi umat beragama di Kecamatan di tahun
2022.

d. Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan

penyalahgunaan narkoba

ii.

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran
masyarakat untuk mencegah narkoba.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya
PPKM membuat pelaksanaan sosialisasi dibatalkan.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

pelaksanaaan sosialisasi narkoba di triwulan II tahun 2022.

Data Pokok
Data Pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

dengan rincian sebagai berikut:

1. INDEKS TOLERANSI
Pendefinisian toleransi berdasarkan Statistik Modal Sosial
Indonesia 2014 adalah “salah satu perwujudan moda social
kognitif yang dipahami sebagai sikap mau menerima dan
menghargai perbedaan diantara anggota masyarakat”.
Komponen toleransi yang ada di dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari terlihat dari sikap toleran terhadap
persahabatan antar suku bangsa lain dan agama lain
maupun aktifitas yang dilakukan oleh sekelompok orang
dari agama dan suku lain.

Tabel 2.3

Target dan Realisasi Indeks Toleransi

TARGET KINERJA REALISASI

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 2020 2021 2022 | 2023

3,15 | 0,64 | 415 | 417 | 4,19 0,828 4 4,5

2. INDEKS GOTONG ROYONG

Bidang kegiatan gotong royong meliputi kemasyarakatan,
ekonomi, sosial budaya dan agama, serta lingkungan.

Pengaplikasian gotong royong dalam penilaian kinerja
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diarahkan untuk mengukur kepercayaan kepada
lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan
pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu
masyarakat yang membutuhkan, dan kegiatan bakti

sosial, maupun jejaring sosial.

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Indeks Gotong Royong

TARGET KINERJA REALISASI

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2019 2020 2021 2022 | 2023

3,15 | 0,64 4,2 4,21 | 4,22 4,15 0,83 4,33

3. PERSENTASE SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMAHAMAN
KEBANGSAAN

Untuk mengetahui berapa sekolah yang telah mendapatkan
pemahaman tentang wawasan kebangsaan, maka dapat
dihitung dengan rumus berikut: jumlah sekolah yang telah
mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan di bagi
jumlah sekolah yang ada, dikalikan 100%.

Tabel 2.5 Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman

kebangsaan Tahun 2016-Triwulan IV 2021

Uraian 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Jumlah sekolah yang telah | Na Na Na
mendapatkan pemahaman 0 0 0
wawasan kebangsaan
Jumlah keseluruhan sekolah | Na Na Na 80 80 80

yang ada

Prosentase sekolah yang telah
mendapatkan pemahaman
wawasan kebangsaan

Na Na Na

Pada tahun 2019 tidak dilaksanakan sosialisasi pemahaman
kebangsaan di tingkat sekolah karena minimnya anggaran
dan dialihkan ke sosialisasi pemahaman kebangsaan di
desa. Pada tahun 2020 juga tidak dilaksanakan karena
anggaran di refocusing. Pada tahun 2021 sosialisasi
wawasan kebangsaan pada sekolah di Kabupaten
Temanggung belum dilaksanakan, hal ini karena fokus
pelaksanaan sosialisasi pada tahun 2019 s.d 2021 adalah

di tingkat desa. Sedangkan sosialisasi di sekolah akan
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dilaksanakan pada tahun 2022.

4. CAKUPAN DESA/ KELURAHAN YANG MENDAPATKAN
PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN
Untuk mengetahui berapa Desa/Kelurahan yang telah
mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan dapat
dihitung dengan rumus berikut: Jumlah Desa/Kelurahan
yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan di
bagi jumlah Desa yang ada dikali 100%.
Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan
sosialisasi wawasan kebangsaan dapat dilihat dalam table
berikut ini:

Tabel 2.6 Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan
pemahaman wawasan kebangsaan Tahun 2020 s.d

Triwulan IV 2021

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah Desa/Kel yang telah
mendapatkan pemahaman |18 21 23 3 0] 14
wawasan kebangsaan

Jumlah keseluruhan Desa/Kel (289 289 289 289 289 289
yang ada

Prosentase Desa/Kel yang telah
mendapatkan pemahaman |6,2 7,2 7,95 1,03 0 4,8
wawasan kebangsaan

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021
Pada RPJMD periode 2019 s.d 2023 dengan tahun awal 2019
ada 3 desa yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan,
sedangkan jumlah desa sebanyak 25 pada data pokok
triwulan IV tahun 2019 adalah jumlah akumulasi desa yang
mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan dari tahun 2014.
Di tahun 2020 tidak ada sosialisasi wawasan kebangsaan di
desa/kelurahan karena anggaran di refocusing. Di tahun
2021 sampai dengan triwulan IV ada 14 desa yang mendapat
sosialisasi wawasan kebangsaan.
Sejak tahun awal RPJMD (2019) sampai dengan TW IV 2021
telah ada 17 desa dari total 289 desa/kelurahan yang

mendapat sosialisasi wawasan kebangsaaan.
S. PRESENTASE PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

Yang dimaksud dengan pemilih yang menggunakan hak
pilihnya adalah jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di
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TPS menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu
legislatif. (sumber dari Bidang Politik dan Wasbang )

Untuk mengetahui hal tersebut dapat digunakan rumus
Jumlah pemilih yang hadir di TPS yang menggunakan hak
pilihnya dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara
Keseluruhan, dikalikan 100%. Prosentase Pemilih yang
menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif sampai
Tahun 2021 TW IV dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut;

TABEL 2.7
Presentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam PILEG
2016 s.d 2021 Triwulan IV

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Jumlah pemilih | 485.608 | 485.608 | 485.608 | 529.859 | 529.859 | 529.859
keseluruhan yang hadir di
TPS

2 582.486 | 582.486 | 582.486 | 607.598 | 607.598 | 607.598
Jumlah  Pemilih tetap
secara Keseluruhan

3 Prosentase Pemilih Yang | 83,36 % | 83,36 % | 83,36 % | 87.20 % |87.20 % 87.20 %
Menggunakan Hak Pilihnya

Sumber : Diambil dari Sertifikat hasil perhitungan suara (DB) pada pelaksanaan pemilu

./ KPUD Temanggung dan hasil Monitoring Kesbangpol Temanggung Tahun 2021

6. PROSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN

POLITIK

DI LEMBAGA

Untuk mengetahui prosentasenya dapat digunakan rumus

sebagai berikut Jumlah pengurus partai politik perempuan

dibagi jumlah seluruh pengurus partai politik dikali 100,

Maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8 Prosentase perempuan yang menjadi pengurus di partai politik
yang memiliki kursi keterwakilan di DPRD Tahun 2016 sd tw IV 2021

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Jumlah pengurus partai politik 88 88 88 98 98 98
perempuan

2 Jumlah seluruh pengurus 388 388 388 392 392 392
partai politik

3 Persentase keterwakilan | 22,68 22,68 | 22,68 25 25,00 | 25,00
perempuan di lembaga politik
(%)

Sumber: Badan Kesbangpol Temanggung 2021

Jumlah Perempuan menjadi Pengurus Partai Politik tingkat
Kabupaten yang mempunyai wakil di DPRD Hasil Pemilu 2019,
Data ini berdasarkan Surat Keputusan Susunan Pengurus

masing masing Partai Politik .
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No Nama Partai Laki laki Perempuan | Jumlah
1 Partai Gerindra 14 7 21

2 Partai Golkar 45 16 61

3 PPP 55 10 65
4 PKS 5 3 8

5 PKB 31 18 49
6 Partai Hanura 54 11 65
7 Partai NaSdem 17 5 22

8 PDIP 13 6 19

9 Partai Amanat Nasional 48 16 64
10 Demokrat 12 6 18

TOTAL 294 98 392

7. PROSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KAB.
TEMANGGUNG
Untuk memperoleh angka prosentase keterwakilan perempuan di DPRD
digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah perempuan yang
menduduki kursi anggota DPRD dibagi jumlah total kursi anggota
DPRD dikalikan 100% . Diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.9
Prosentase keterwakilan perempuan di DPRD
Th 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Jumlah Kursi DPRD yang 14 14 14 15 15 15
diduduki Perempuan

2 Jumlah kursi Total 45 45 45 45 45 45
keanggotaan di DPRD

3 31,11 | 31,11 31,11 33,33 | 33,33 | 33,33
Prosentase Perempuan o o o o o o
yang menjadi anggota DPRD 0 ° ° ? 0 0
Partai Politik

Sumber: DPRD Kabupaten Temanggung
Jumlah Partisipasi perempuan yang menjadi anggota DPRD
Tahun 2019 -2024 sebanyak 15 orang dari total kursi anggota
DPRD sebanyak 45 orang. Hal ini telah diatur dalam regulasi
Undang-undang Pemilu mengenai 30% unsur keterwakilan
perempuan pada keanggotan DPRD.
Keterwakilan Perempuan di Lembaga Politik di Kabupaten

Temanggung sbb:
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NO NAMA PARTAI

1 IKA RIZKIWATI,SE PDIP

2 DWI LINDA WATI, SH, MH GOLKAR

3 UMI FADHILAH NASDEM

4 SITI MARGO LESTARI HANURA

S HERNANDIA HAPPY SAFITRI PDIP

6 PERMATRIYDANI W, S.HI PKS

7 TRI EKO WASTI PKB

8 E. INTAN KURNIASARI,SE, | PDIP
M.Acc

9 INDAH CAHYANI,S.Sos GERINDRA

10 YENI KUSNITA GERINDRA

11 ELYNAWATI .S.Pd PKS

12 Dra.TITIK WINARTI PDIP

13 Hj. SITI KUSTIJAH, S.Ag NASDEM

14 Hj.UMI TSUWAIBAH PKB
,S.Ag.M.Si

15 DWI SULISTYOWATI PDIP

8. CAKUPAN TERBENTUKNYA FKUB DI KECAMATAN

FKUB adalah Forum yang mencakup tentang kerukunan
Umat beragama di Kabupaten Temanggung. Untuk
menghitung prosentase cakupan terbentuknya FKUB di
Kecamatan digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah
FKUB di kecamatan dibagi jumlah Kecamatan yang ada, di
kali 100%

Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan
Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0] 0] 0 0] 0 0

Jumlah FKUB di kecamatan
Jumlah kecamatan di kab. 20 20 20 20 20 20
Temanggung
Persentase Cakupan 0 0 0 0 0 0
terbentuknya FKUB di
Kecamatan (%)

Sumber:Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021
Pembentukan FKUB di tingkat Kecamatan sampai dengan

tahun 2021 belum dapat terbentuk, hal ini dikarenakan
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belum adanya petunjuk atau belum adanya regulasi yang
menjadi rujukan untuk membentuk FKUB di tingkat
Kecamatan. Sehingga prosentase terbentuknya FKUB di
tingkat Kecamatan 0%. Dan untuk data dukung Nihil.

9. PERSENTASE TERDETEKSI DAN TERTANGANINYA KONFLIK
SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN, DAN EKONOMI
Untuk memperoleh prosentase terdekteksi dan
tertanganinya konflik di bidang seni, budaya, agama,
kemasyarakatan dan ekonomi digunakan rumus berikut:
Jumlah konflik yang tertangani di bagi jumlah konflik yang
terlaporkan, di kali 100 %

Tabel 2.11
Prosentase Terdeteksi dan Tertangani Konflik Seni, Budaya,
Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Tahun 2016 s.d TW IV 2021

1 1 1
I;I Uraian 2016 2017 2018 | 2019 ) 2020 202
1 Jumlah ' konflik yang | ¢ 31 40 5 9 1
tertangani
2 Jumlah keseluruhan konflik
yang terlaporkan 26 31 40 5 2 1

3 Prosentase konflik yang 100 100 100 100 100 100
tertangani

Sumber : Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021

Pada triwulan IV Tahun 2021 ada konflik agama yang
muncul di Kelurahan Tlogorejo dan telah tertangani.
Prosentase tertangani konflik di bidang seni, budaya, agama,

kemasyarakatan & ekonomi Tahun 2021 sebesar 100% .

10.PERSENTASE TERDETEKSI DAN TERTANGANINYA KONFLIK
POLITIK DAN KEAMANAN DAERAH
Untuk mencari prosentase konflik politik dan keamanan
daerah yang telah tertangani digunakan rumus sebagai
berikut: Jumlah konflik yang tertangani di bagi jumlah
konflik yang dilaporkan, dikali 100 %

Tabel 2.12
Persentase Terdeteksi dan Tertanganinya Konflik Politik dan Keamanan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2016 s.d Triwulan IV 2021

No Uraian 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 Jumlah konflik poltik Qan keamanan 14 10 5 5 1 0
daerah yang tertangani
2 Jumlah konflik politik dan
keamanan daerah yang dilaporkan 14 10 S 2 1 0
3 Persentase jumlah konflik politik .dan 100 100 100 100 100 100
keamanan daerah yang tertangani (%)

Sumber :Kesbangpol Kab.Temanggung, 2020
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Tidak ada konflik yang muncul pada tahun 2021. Persentase
terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan
daerah pada tahun 2021 s/d triwulan IV adalah 100%.
11.PERSESENTASE DESA/KELURAHAN YANG MENDAPATKAN
PEMBINAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Untuk mendapatkan angka/persentase Desa/Kelurahan
yang telah mendapatkan pembinaan  pencegahan
penyalahgunaan mnarkoba dapat menggunakan rumus
berikut: Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan
pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di bagi
Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Temanggung dikali
100%.

Tabel 2.13 ProsentaseDesa/Kelurahan yang telah mendapatkan
Pembinaan Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba
Tahun 2016 s.d Triwulan IV 2021

N Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah Desa/Kelurahan yang
telah mendapatkan

. 6 9 10 1 183 |106
pembinaan pencegahan
penyalahgunaan narkoba
Jumlah keseluruhan Desa / 289 289 289 289 289 289

Kelurahan yang ada

Prosentase Desa/Kel yang
telah mendapatkan
pembinaan pencegahan
penyalahgunaan narkoba

0,69 1,03 0,34 0,35 63,32 36,68

Sumber :KesbangpolKab. Temanggung, 2021
Jika melihat Data Pokok TW IV Tahun 2019 ada 11 desa yang

terlaporkan mendapat sosialisasi P4GN, angka ini adalah
jumlah akumulasi desa yang mendapat sosialisasi dari
tahun 2014. Akan tetapi pada RPJMD periode 2019 s.d 2023
dengan tahun awal 2019, kami melaporkan 1 desa yang
mendapat sosialisai P4AGN karena digunakan penghitungan
target tahunan bukan akumulasi. Di tahun 2020 sebanyak
183 desa di Kabupaten Temanggung mendapat sosialisasi
pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di tahun 2021
sampai dengan triwulan IV ada 106 desa yang mendapatkan
sosialisasi pembinaan  pencegahan  penyalahgunaan
narkoba. Jumlah keseluruhan desa yang telah mendapatkan
pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak
tahun 2019 s.d 2021 adalah 289 desa dari total 289

desa/kelurahan.
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NO DESA YANG MENDAPAT SOSIALISASI TAHUN 2021

Kec. Ngadirejo 37 Losari 73 Prangkolan
1 Ngadirejo 38 Balerejo 74 Lowungu
2 Gondangwinangun 39 Kerokan 75 Larangan Luwok
3 Gandu Wetan 40 Legoksari 76 Congkrang
4 Ngaren 41 Tlilir 77 Kebondalem
) Mangunsari 42 Gedegan 78 Kemuning
6 Dlimoyo 43 Pagersari 79 Selosabrang
7 Purbosari Kec. Bansari 80 Petung
8 Campursari 44 Bansari 81 Prangkokan
9 Tegalrejo 45 Mojosari 82 Selosabrang
10 Giripurno 46 Rejosari 83 Tanjungsari
11 Katekan 47 Gunungsari 84 Petung
12 Banjarsari 48 Balesari 85 Duren
13 Medari 49 Purborejo 86 Ngaliyan
14 Karanggedong 50 Tlogowero Kec. Gemawang
15 Munggangsari 51 Mranggen Kidul 87 Gemawang
16 Kataan 52 Tanurejo 88 Muncar
17 Petirejo 53 Campuranom 89 Kemiriombo
18 Pringapus 54 Candisari 90 Ngadisepi
19 Gejagan 55 Gentingsari 91 Krempong
20 Manggong 56 Mranggen Tengah 92 Sucen

Kec. Tretep Kec. Wonoboyo 93 Karangseneng
21 Tretep 57 Cemoro 94 Banaran
22 Donorejo 58 Kebonsari 95 Kalibanger
23 Nglarangan 59 Pesantren 96 Jambon
24 Sigedong 60 Pateken Kec. Kledung
25 Bonjor 61 Pitrosari 97 Kledung
26 Tempelsari 62 Purwosari 98 Kalirejo
27 Campurejo 63 Rejosari 99 Paponan
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28 Bojong 64 Semen 100 Jeketro
29 Bendungan 65 Tawangsari 101 Kwadungan Gunung
30 Simpar 66 | Tening 102 Kwadungan Jurang
31 Tlogo 67 | Wates 103 Tlahap
Kec. Tlogomulyo 68 Wonoboyo 104 Petarangn
32 Tlogomulyo 69 Wonocoyo 105 Canggal
33 Candisari Kec. Bejen 106 Jambu
34 Sriwungu 70 Bejen 107 Kruwisan
35 Langgeng 71 Banjarsari 108 Batursari
36 Tanjungsari 72 Jlegong 109 Tuksari
12. CAKUPAN SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
Untuk menghitung jumlah sekolah yang telah mendapatkan
pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba,
digunakan rumus sebagai berikut: Jumlah SMP
negeri/swasta yang telah mendapatkan pembinaan
pencegahan penyalahgunaan narkoba dibagi jumlah seluruh
SMP negeri/swasta yang ada di Kabupaten Temanggung
dikali 100.
Tabel 2.14
Prosentase jumlah sekolah yang telah Mendapatkan Pembinaan
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2020 sd TW III 2021
No Uraian 2016 | 2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah sekolah yang telah
mendapatkan pembinaan 61 31 101 0 0 0
pencegahan penyalahgunaan
narkoba
2 Jumlah sekolah yang ada 113 80 80 80
113 113
3 Prosentase sekolah yang telah
mendapatkan pembinaan 0 0
17 17 17 0
pencegahan penyalahgunaan
narkoba

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021
Dari Data Pokok TW IV Tahun 2019 ada 101 sekolah yang
mendapat sosialisasi P4GN, angka ini adalah jumlah
akumulasi sekolah yang mendapat sosialisasi dari tahun
2014. Akan tetapi pada RPJMD periode 2019 s.d 2023

dengan tahun awal 2019, kami melaporkan O sekolah yang
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mendapat sosialisai P4AGN karena pada tahun 2019 tidak ada
sekolah yang mendapatkan sosialisasi PAGN dan digunakan
penghitungan target tahunan bukan akumulasi. Sejak tahun
2019 sampai dengan triwulan III tahun 2021 belum ada
pelaksanaan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan
narkoba di sekolah karena fokus pelaksanaan baru di

desa/kelurahan.

2) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik dimana terdapat indikator yang sudah

mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum

mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan

beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
berikut:

1. Tingkat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari 12
indikator terdapat 6 indikator yang belum mencapai target 100 %,
antara lain:

a) Presentase sekolah yang mendapatkan pemahaman wawasan
kebangsaan

b) Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan
wawasan kebangsaan

c) Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan

d) Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan
penyalahgunaan narkoba

e) Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya

f) Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik

2. Permasalahan dan  hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Temanggung antara lain :

a. Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan

banyak terpotong karena adanya refocusing anggaran
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b. Pandemi covid 19 mengakibatkan kegiatan di Bankesbangpol
yang rata-rata adalah kegiatan sosialisasi tidak dapat

dilaksanakan

3) Review terhadap rancangan awal RKPD
Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah
dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan
hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi
perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu
anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.
Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD
adalah sebagaimana berikut:
1. Terdapat penambahan anggaran kegiatan di luar rancangan awal
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:
a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
b. Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
d. Pengadaan perlengkapan Gedung kantor
e. Pengadaan peralatan Gedung kantor
f. Pengadan seragam tenaga keamanan
2. Memunculkan kembali anggaran yang di nol kan karena
refocusing
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
b. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan
di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah
c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan

Penghayat Kepercayaan di Daerah
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e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per

program dan per kegiatan adalah sebagaimana table berikut:
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Tabel 2.15

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

U Indikator Kinerja Indikator Kinerja
rusan/ Urusan/
Program/ Program/
Bidang Urusan
No Pemenntl:l:;r:a?:;arah, dan Lokasi Kegiatan I’;‘ia:eg:i: Satuan Pagu Indikatif No Bidang Urusan Kegiatan gf;f;; Satuan Kel;.lat::an
a Pemerintahan Daerah, dan
Kegiatan
Program/
Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA 2.791.973.599 DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.288.002.359
Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 2.538.087.599 Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN 2.538.087.599 Tunjangan ASN 2.791.896.359
Administrasi Umum Administrasi Unum
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Tersedianya Tersedianya komponen
Penyediaan Komponen komponen instalasi Penyediaan Komponen instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan listrik/penerangan Instalasi Listrik/Penerangan listrik/penerangan
Bangunan Kantor Temanggung bangunan kantor 12 | Bulan 2.500.000 Bangunan Kantor bangunan kantor 12 | Bulan 2.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya bahan Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya bahan
Kantor Temanggung logistik kantor 12 | Bulan 7.000.000 Kantor logistik kantor 12 | Bulan 7.000.000
Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya barang Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya barang
dan Penggandaan cetakan dan dan Penggandaan cetakan dan
Temanggung penggandaaan 12 | Bulan 6.750.000 penggandaaan 12 | Bulan 6.750.000
Titacd - Terfasilitasinya I : Terfasilitasinya
Fasilitasi Kunjungan Tamu Temanggung kunungan tamu 12 | Bulan 7.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu kunungan tamu 12 | Bulan 7.000.000
Penyelenggaraan Rapat Terlaksananya rapat- Penyelenggaraan Rapat Terlaksananya rapat-
Koordinasi dan Konsultasi rapat koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi rapat koordinasi dan
SKPD Temanggung konsultasi SKPD 12 | Bulan 30.000.000 SKPD konsultasi SKPD 12 | Bulan 130.000.000
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah -
Penyediaan Jasa Surat Tersedianya jasa surat Penyediaan Jasa Surat Tersedianya jasa surat
Menyurat Temanggung menyurat 12 Bulan - Menyurat menyurat 12 | Bulan -
Penyediaan Jasa Komunikass, samber Penyediaan Jasa Komunikas, samber
Komunikasi, Sumber Daya ? 20.000.000 Komunikasi, Sumber Daya ? 20.000.000
Air dan Listrik d?ya S Air dan Listrik d_ay a
Temanggung air dan listrik 12 | Bulan air dan listrik 12 | Bulan
. Tersedianya jasa . Tersedianya jasa
g;lly;g;lae ilgl‘g:;:fg;li;in peralatan dan 5.000.000 (I;’Zilly ;g;iinglg:;:npgaaé?sn peralatan dan 5.000.000
Temanggung perlengkapan kantor 12 | Bulan perlengkapan kantor 12 | Bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Terbayarnya jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Terbayarnya jasa
Umum Kantor pelayanan umum 133.636.000 Umum Kantor pelayanan umum
Temanggung kantor 12 | Bulan kantor 12 | Bulan 143.636.000
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan
Daerah Daerah -
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Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya jasa
Pemeliharaan, Pajak, dan pemeliharaan dan 32.000.000 Pemeliharaan, Pajak, dan pemeliharaan dan 32.000.000
Perizinan Kendaraan Dinas perijinan kendaraan Perizinan Kendaraan Dinas perijinan kendaraan
Operasional atau Lapangan Temanggung dinas/operasional 12 | Bulan Operasional atau Lapangan dinas/operasional 12 | Bulan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpeliharanya gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpeliharanya gedung
Gedung Kantor dan kantor dan bangunan 5.000.000 Gedung Kantor dan kantor dan bangunan 5.000.000
Bangunan Lainnya Temanggung lainnya 12 | Bulan Bangunan Lainnya lainnya 12 | Bulan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpeliharanya sarana Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpeliharanya sarana
Sarana dan Prasarana dan prasarana 5.000.000 Sarana dan Prasarana dan prasarana 5.000.000
Pendukung Gedung Kantor pendukung gedung ’ : Pendukung Gedung Kantor pendukung gedung : ’
atau Bangunan Lainnya Temanggung kantor 12 | Bulan atau Bangunan Lainnya kantor 12 | Bulan
Pengadaan Perlengkapan Pengadaan Perlengkapan
Gedung kantor Gedung kantor 1 | Paket 40.300.000
Pengadaan peralatan Pengadaan peralatan Gedung
Gedung kantor kantor 1 | Paket 85.500.000
Pengadaan Pakaian dinas Pengadaan Pakaian dinas
tenaga keamanan tenaga keamanan 1 | Paket 6.420.000
PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN 0 KARAKTER KEBANGSAAN -
Perumusan Kebijakan Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan 0 Karakter Kebangsaan -
Terlaksananya
Perumusan Kebijakan penyusunan program - ) Terlaksananya
e 1o . kerja di bidang Perumusan Kebijakan Teknis | penyusunan program
Teknis di Bidang Ideologi . L . A .
Ideologi Wawasan di Bidang Ideologi Wawasan kerja di bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Kebangsaan, Bela Kebangsaan, Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, .
Negara, Karakter Bangsa, 0 3 | kegiatan 48.381.100
Negara,Karakter Karakter Bangsa, Pembauran | Bela Negara,Karakter
Pembauran Kebangsaan, R
X Bangsa,Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Bangsa,Pembaruan
Bineka Tunggal Ika dan ) X .
. kebangsaan,Bhineka Ika dan Sejarah Kebangsaan kebangsaan,Bhineka
Sejarah Kebangsaan
Tunggal Ika dan Tunggal Ika dan
Temanggung | Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1.286.687.850

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN

PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1.536.687.850

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

1.286.687.850

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

1.536.687.850

Perumusan Kebijakan
Teknis dan pemantapan
pelaksanaan di Bidang
Pendidikan Bidang Politik,
Etika, Budaya, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Daerah

Temanggung

Terlaksananya
Perumusan Kebijakan
Teknis dan
pemantapan
pelaksanaan di Bidang
Pendidikan Bidang
Politik, Etika, Budaya,
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Daerah

1.286.687.850

Perumusan Kebijakan Teknis
dan pemantapan
pelaksanaan di Bidang
Pendidikan Bidang Politik,
Etika, Budaya, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Daerah

Terlaksananya
Perumusan Kebijakan
Teknis dan
pemantapan
pelaksanaan di Bidang
Pendidikan Bidang
Politik, Etika, Budaya,
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Daerah

1.536.687.850
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PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

KEMASYARAKATAN 0 ORGANISASI KEMASYARAKATAN 100.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan
Kemasyarakatan 0 Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100.000.000
Terlaksananya Terlaksananva
Pelaksanaan Monitoring Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Monitoring o 4 .
X . Monitoring Evaluasi
Evaluasi dan Pelaporan dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan dan Pelaporan Dibidan
Dibidang Pendaftaran Dibidang Pendaftaran Dibidang Pendaftaran p &
Pendaftaran Ormas,
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan 0 Ormas, Pemberdayaan Pemberdavaan Ormas
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Ormas, Evaluasi dan Ormas, Evaluasi dan Mediasi ey L 100.000.000
L Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Mediasi Sengketa Sengketa Ormas,
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas, Pengawasan Pengawasan Ormas dan
X . X . Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah Ormas dan Ormas Ormas Asing di Daerah . .
. X Ormas Asing di Daerah
Temanggung Asing di Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 631.000.000 KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 836.597.640
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan : elrl:cmusan K;I';gaka;l( Tel;lms da]r;’f eman‘tap an 1
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya elaksanaan Bidang Ketahanan onomi, Sosia
? 631.000.000 dan Budaya 836.597.640
Pelaksanaan Koordinasi di Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan 631.000.000 Pencegahan Penyalagunaan 836.597.640

Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

Temanggung

Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL

1.025.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1.035.000.000

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik Sosial

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

1.025.000.000

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

1.025.000.000

Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,

Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,

10.000.000
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Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program

dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.
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4) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih
bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan
oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lain dan bukan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun dalam proses ini Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik mempunyai peran yang sangat penting karena proses
pengakomodasian wusulan masyarakat dilaksanakan dalam desk
perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada

pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya
Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.16 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No | Program/ Kegiatan Lokasi Inc‘hka‘.cor Volume/ Catatan
Kinerja Besaran
1. Program Desa Terlaksananya 1 Paket Pagu Rp.
Peningkatan Ngemplak Sosialisasi 25.000.000
Kewaspadaan penanganan
Nasional dan konflik
Peningkatan masyarakat
Kualitas dan
Fasilitas
Penanaganan
Konflik Sosial

5) Inovasi Perangkat Daerah
Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Tabel 2.17
Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021

, Input Inovasi ) Output Outcome Pelaksana/
No. | Nama Inovasi Proses Inovasi . .
SDM Anggaran Inovasi Inovasi Tahun
1 | Pembaharuan | Kesbangpol, | APBD Jemput bola Data ormas | Tersedianya Kesbangpol
data ormas ormas pembaruan data informasi - 2021
door to door. ormas keberadaan dan
kepengurusan
ormas yang up
to date.
2 | Desk Kesbangpol, | APBD Bankesbangpol sebagai LPJ yang | Tersusunnya Kesbangpol
pembuatan parpol fasilitator bantuan sesuai LPJ banpol - 2021
LPJ Banpol keuangan parpol yang sesuai
dari partai ke memiliki inisiatif untuk dengan aturan
partai melakukan desk dari
partai ke partai.
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung
merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung
melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional,
khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG’s.
Kebijakan nasional yang diampu oleh (Perangkat Daerah) lebih pada
menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang

dilakukan oleh (Perangkat Daerah) Kabupaten Temanggung.

2) Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari
penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023
adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan
daerah;

2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan
tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang
dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan
pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
rangka akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka
melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat
mutu; dan

2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas

pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator,
dan Target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung pada
Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
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Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja

dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM,MAREM, GANDEM

SATU TARGET
AN TARGET KONDISI
MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN TAHUN
TARG 2023 AKHIR
ET 2023
Mewujudkan Sumber Daya | Terwujudnya masyarakat | Meningkatnya nilai Indeks Gotong Royong % 4,22 4,22
Manusia Yang Berkualitas, | yang berkualitas, kehidupan
Berkarakter, dan Berdaya | berkarakter dan berdaya bermasyarakat dan
wawasan kebangsaan Indeks Toleransi % 4,19 4,19
Program Penguatan Persentase sekolah yang %
Ideologi Pancasila Dan mendapatkan 62 62
Karakter Kebangsaan pemahaman kebangsaan
Cakupan %
desa/kelurahan yang
mendapatkan 10 10
pemahaman kebangsaan
Program Peningkatan Persentase pemilih yang %
Peran Partai Politik Dan menggunakan hak
Lembaga Pendidikan pilihnya 87 87
Melalui Pendidikan Politik
Dan Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik
Persentase keterwakilan %
perempuan di lembaga 30 30
politik
Persentase keterwakilan % 30 30
perempuan di DPRD
Program Pemberdayaan Cakupan terbentuknya %
Dan Pengawasan FKUB di Kecamatan
Organisasi 100 100
Kemasyarakatan
Program Pembinaan Dan Persentase terdeteksi % 100 100
Pengembangan Ketahanan | dan tertanganinya
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Ekonomi, Sosial, Dan
Budaya

konflik seni, budaya,
agama, kemasyarakatan,
dan ekonomi

Program Peningkatan
Kewaspadaaan Nasional
Dan Peningkatan Kualitas
Dan Fasilitasi Penanganan
Konflik Sosial

Persentase terdeteksi
dan tertanganinya
konflik politik dan
keamanan daerah

%

100

100

Persentase desa/
kelurahan yang
mendapatkan
pembinaan pencegahan
penyalahgunaan
narkoba

%

10

10

Persentase sekolah
yang mendapatkan
pembinaan pencegahan
penyalahgunaan
narkoba

%

35

35

Sumber : Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.
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Kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada
kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan
renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023. Hal
tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi
pelaksanaan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun 2019-2023.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Temangung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka
melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan
mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang
telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan
tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan
keuangan daerah di Tahun 2023 sehinga mengalami beberapa
perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada
pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam
rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023
dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai
berikut:
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Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TAHUN 2023

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

(+/-)

No

Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan

Pagu Indikatif

No

Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan

Pagu Indikatif

Pagu Indikatif

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7.134.815.189 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 7.134.815.189 0

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA 3.278.148.599 KABUPATEN/KOTA 3.278.148.599 0

Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan

Daerah 2.538.087.599 Perangkat Daerah 2.538.087.599 0

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.538.087.599 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.538.087.599 0

Administrasi Kepegawaian Perangkat Administrasi Kepegawaian

Daerah 336.175.000 Perangkat Daerah 336.175.000 0

Sosialisasi Peraturan Perundang- Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan 327.000.000 Undangan 327.000.000 0

Pengadaan seragam ASN 9.175.000 Pengadaan seragam ASN 9.175.000

Administrasi Umum Perangkat Administrasi Umum Perangkat

Daerah 58.250.000 Daerah 58.250.000 0
Penyediaan Komponen Instalasi

Penyediaan Komponen Instalasi 2.500.000 Listrik/Penerangan Bangunan 2.500.000

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor 0

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.000.000 0

Penyediaan Barang Cetakan dan 6.750.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 6.750.000

Penggandaan Penggandaan 0

Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.000.000 0

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Konsultasi SKPD 30.000.000 dan Konsultasi SKPD 30.000.000 0

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang

Pemerintahan Daerah 158.636.000 Urusan Pemerintahan Daerah 158.636.000 0

Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Surat Menyurat } _

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 20.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Daya Air dan Listrik ) ) Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000 -
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Penyediaan Jasa Peralatan dan

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 5.000.000 Perlengkapan Kantor 5.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 133.636.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 133.636.000
Kantor Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Daerah 187.000.000 Pemerintahan Daerah 187.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Pemeliharaag, Pajak, dag Perizinan 32,000,000 Biaya} Pemeliharaan, Pajak, dan 32,000,000
Kendaraan Dinas Operasional atau Perizinan Kendaraan Dinas
Lapangan Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
Prasarana Gedung Kantor atau 150.000.000 dan Prasarana Gedung Kantor atau 150.000.000
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
Prasarana Pendukung Gedung Kantor 5.000.000 dan Prasarana Pendukung Gedung 5.000.000
atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Perlengkapan Gedung 0
kantor
Pengadaan peralatan Gedung kantor 0
Pengadaan Pakaian dinas tenaga 0
keamanan
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN 48.381.100 KEBANGSAAN 48.381.100
Perumusan Kebijakan Teknis dan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan Karakter Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan 48.381.100 Kebangsaan 48.381.100
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perumusan Kebijakan Teknis di
. Bidang Ideologi Wawasan
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 48.381.100 ’ ’ 48.381.100

Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan

Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1.736.687.850

PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN

1.736.687.850
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PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik

1.736.687.850

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik

1.736.687.850

Perumusan Kebijakan Teknis dan
pemantapan pelaksanaan di Bidang
Pendidikan Bidang Politik, Etika,
Budaya, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Daerah

1.736.687.850

Perumusan Kebijakan Teknis dan
pemantapan pelaksanaan di Bidang
Pendidikan Bidang Politik, Etika,
Budaya, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Daerah

1.736.687.850

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN 100.000.000 KEMASYARAKATAN 100.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Perumusan Kebijakan Teknis dan

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Pemberdayaan dan Pengawasan Pemberdayaan dan Pengawasan

Organisasi Kemasyarakatan 100.000.000 Organisasi Kemasyarakatan 100.000.000
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi

Pelaporan Dibidang Pendaftaran dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran

Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Ormas, Pemberdayaan Ormas,

dan Mediasi Sengketa Ormas, 100.000.000 Evaluasi dan Mediasi Sengketa 100.000.000
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Ormas, Pengawasan Ormas dan

Daerah Ormas Asing di Daerah

PROGRAM PEMBINAAN DAN PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN KETAHANAN PENGEMBANGAN KETAHANAN

EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 836.597.640 EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 836.597.640
Perumusan Kebijakan Teknis dan Perumusan Kebijakan Teknis dan

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemantapan Pelaksanaan Bidang 836.597.640
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan ) :
Budaya 836.597.640 Budaya

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pelaksanaan Koordinasi di Bidang

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 836.597.640 Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 836.597.640

dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi

dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
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Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

1.135.000.000

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

1.135.000.000

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

1.135.000.000

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

1.135.000.000

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

1.125.000.000

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah

1.125.000.000

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

10.000.000

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah

10.000.000
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Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa Renja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik telah disesuaikan berdasarkan

program, sub kegiatan dan pagu indikatif RKPD.
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Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2023

Urusan/Bidang

Pemerintahan Daerah Indikator Alokasi Prakiraan
Kode Rekening dan Program/Ke iatan'/ Program/Kegiatan/ Rencana Kerja Tahun 2023 Total Anggaran Kinerja Anggaran Tahun 2021 Maju
Sug Kegiatfn Sub Kegiatan 2022 Rencana 2024
. S
Bi
Urjd. | Pr)K tl)J T&el: Satua
s |U| o e K. Lokasi gin n Pagu Indikatif Alokasi Realisasi %
nlps 1919 eg erja
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 UNSUR PEMERINTAHAN
UMUM
KESATUAN BANGSA Kab.
DAN POLITIK
8 |01 gemangg”” 7.134.815.189 7.694.978.654 | 4.849.251.994 | 4.774.836.504 | 2847 | 7.288.623.949
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Kab.
e | ) e TATAN ;emanggun 3.278.148.599 2.745.164.846 | 2.437.039.953 | 2.364.967.724 | 2704 | 3531.957.359
KABUPATEN/KOTA
) Administrasi Keuangan Kab.
: Perangkat Daerah 2.791.896.359
8 1010114 g gema”gg”” 2.538.087.599 2.171.914.846 | 2.226.391.653 | 2.168.857.897 | /42
) Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Kab.
: Tunjangan ASN Menerima Gaji dan
8 | 011011, 02 jang Tunjangan AN gema”gg”” 22| orang | , 538 087.599 2.171.914.846 | 2.226.391.653 | 2.168.857.897 | °'**? | 2.791.896.350
) Administrasi Kab.
: Kepegawaian Perangkat
8 10110145 Dagrfh g ;ema“gg“” 336.175.000 327.000.000 - .| 900 336.175.000
Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang
2 Perundang-Undangan Mengikuti Sosialisasi Kab.
8 01|01 05 10 Peraturan Temanggun 250 | orang 397.000.000 397.000.000 ) ) 0,00 397.000.000
Perundang- g
Undangan
Pengadaan Bahan
Seragam ASN Kab.
Temanggun 25 | orang 9.175.000 0 9.175.000
g
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) Administrasi Umum Kab.
: Perangkat Daerah
01101 | 46 J ;emangg““ 58.250.000 32.064.000 | 23578900 |  23.498.319 | 996 | 58250.000
Penyediaan Komponen Jumlah Paket
> Instalasi Komponen Instalasi Kab.
01 |01 06 01 | Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Temanggun 10 | paket 2 500.000 1.250.000 2 753.800 2.702.500 98,14 2.500.000
Bangunan Kantor Bangunan Kantor g
yang Disediakan
) Penyediaan Bahan Logistik | Jumlah Paket Bahan | kgap.
: Kantor Logistik Kantor yan
0101 ) g | 04 Disogiaran o Yand gema“gg”” 121 paket 7.000.000 5.000.000 4.599.100 4.500.000 | %89 | 7.000.000
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Kab
01|01 2. 05 Cetakan dan Cetakan dan Terﬁanggun 12 | paket 99,86
06 Penggandaan Penggandaan yang 6.750.000 4.314.000 3.451.000 3.446.000 ' 6.750.000
Disediakan 9
) Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Kab. |
: Fasilitasi Kunjungan apor
011011 g |08 Tamu Hng ;ema“gg”” 121 an | 12.000.000 6.500.000 6.100.000 6.085.319 | 9%76 | 12.000.000
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan
2. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Kab. lapor
01101 g6 | 09| SKPD Rapat Koordinasi dan | Temanggun | 12/} "5, | 36 000,000 15.000.000 6.675.000 6.674.500 | 2% | 30.000.000
Konsultasi SKPD g
) Penyediaan Jasa Kab.
: Penunjang Urusan
01 1011 og Pemerntahan Daorah gemangg”” 158.636.000 152.936.000 | 154.831.000 | 141.805.043 | 935 |  158.636.000
) Penyediaan Jasa Surat Kab.
: Menyurat
011011 gg |01 Y gema”gg”” - - 2.520.000 2.400.000 | 9°:24
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
5 Komunikasi, Sumber Daya | Penyediaan Jasa Kab. lapor
01101 | gg | 02 | Airdan Listrik Komunikasi, Sumber | Temanggun | 12 | "% | 54 600 000 16.800.000 |  16.200.000 |  11.013.325 | 8798 | 20.000.000
Daya Air dan Listrik g
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
2 Peralatan dan Penyediaan Jasa Kab. lapor
01 |01 08 03 | Perlengkapan Kantor Peralatan dan Temanggun 12 an 5.000.000 2 500.000 2 475.000 2 400.000 96,97 5.000.000
Perlengkapan Kantor | g
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
2 Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Kab. lapor
01101 1 5g |04 Egﬁﬁfg‘;ﬁ;m”m gema”ggun 12 an | 133.636.000 133.636.000 | 133.636.000 | 125.991.718 | 2*?® | 133.636.000

Disediakan
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2 Milik Daerah Penunjang Kab.
01 1011 g9 Urusan Pemerintahan Temanggun 187.000.000 61.250.000 32.238.400 30.806.465 | 2>°° | 187.000.000
Daerah 9
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Kab
2. Pemeliharaan, Pajak dan atau Lapangan yang : .
011 011 o9 | 92 | perizinan Kendaraan Dipelihara dan Temanggun | 12} unit | 55 555 9o 55.000.000 |  29.344.700 27.924.265 | 916 | 32 000.000
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan 9
Lapangan Perizinannya
Pemeliharaan / Jumlah Gedung
> Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan | Kab.
01| 01 | ~y | 09 | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Temanggun 12 unit 99,88
09 Lainnya Dipelihara/Direhabilita | g 150.000.000 3.250.000 1.370.700 1.369.000 150.000.000
si
Pemeliharaan / Jumlah Sarana dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Prasarana Pendukung Pendukung Gedung
o1 | o1 2. 11 Gedung Kantor atau Kantor atau .?::]'an un 12 unit 99 36
09 Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya g 99 5.000.000 3.000.000 1.523.000 1.513.200 ’ 5.000.000
yang
Dipelihara/Direhabilita
si
PROGRAM PENGUATAN Kab
IDEOLOGI PANCASILA ’
01102 DAN KARAKTER Temanggun 48.381.100 48.381.100 |  45.466.903 |  44.861.300 | 9887 | 48.381.100
KEBANGSAAN g
Perumusan Kebijakan
5 Teknis dan Pemantapan Kab.
011021 4; Pelaksanaan Bidang Temanggun 48.381.100 48.381.100 |  45.466.903 |  44.861.300 | 2807 |  48.381.100
Ideologiancasila dan g
Karakter Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Jumlah Kebijakan
Teknis di Bidang Ideologi Teknis di Bidang
Wawasan Kebangsaan, Ideologi Wawasan
Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Bela
o1 | 02 2. 02 Bangsa, Pembauran Negara, Karakter 'Plfgrt;an un 12 | bulan 98.67
01 Kebangsaan, Bhineka Bangsa, Pembauran 99 48.381.100 48.381.100 45.466.903 44.861.300 ! 48.381.100
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, Bineka g
Kebangsaan Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
yang Disusun
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan 20.000.000
Fasilitasi Forum
Pembauran Kebangsaan 28.381.100
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Kab.
Temanggun

g

1.736.687.850

1.365.387.250

1.340.928.550

1.339.716.100

99,91

1.736.687.850

01

03

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya
Politik,Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik

Kab.
Temanggun

g

1.736.687.850

1.365.387.250

1.340.928.550

1.339.716.100

99,91

1.736.687.850

01

03

02

Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
Di Daerah

Jumlah Kebijakan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah yang
Disusun

Kab.
Temanggun

g

doku
men

1.736.687.850

1.365.387.250

1.340.928.550

1.339.716.100

99,91

1.736.687.850

01

03

02

Belanja Bahan-Bahan
Bakar dan Pelumas

17.000.000

# Kegiatan Politik Dalam
Negeri

11.000.000

#Kegiatan Pemantauan,
Monev Penyelenggaraan
dan Tahapan Pemilu
serentak 2024

6.000.000
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Belanja Alat/Bahan untuk
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Kegiatan Kantor -ATK 2.729.500
Belanja materai
200.000
Servis komputer/printer
3.749.100
Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Kertas/Cover 2.275.000
Perlengkapan Dinas
Lainnya 750.000
Barang Cetakan
1.250.000
Belanja Kursus/Pelatihan,
Sosialisasi, Bimbingan
Teknis serta Pendidikan 328.046.400
dan Pelatihan
# Gathering Partai
Politik 3.672.500
#Pendidikan Politik bagi
Masyarakat Nara sumber
Pimpinan Dewan (5 86.316.500
Kegiatan/lokasi)
#DESK Bantuan
915.000
#Monitoring dan
Evaluasi Bantuan 2.720.000
Keuangan Parpol
#Sosialisasi Bantuan
Keuangan 8.707.000
#Verifikasi Banpol
9.530.000
#Pendidikan Politik Bagi
Generasi Milenial 28.785.000
#Pendidikan Politik Bagi
Perempuan 27.650.000
#Sosialisasi Partai
Politik Peserta Pemilu
2024 110.310.400
#Silaturahmi dan Cippta
Kondisi Pemilu Damai
2024 49.440.000
Belanja Perjalanan Dinas
Biasa 30.000.000
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam daerah 14.000.000
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Survey Kepesertaan
Masyarakat dalam
Pemilu/Pemilukada 2024
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200.000.000

Belanja Hibah Bankeu
Parpol

1.136.687.850

01

04

PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Kab.
Temanggun

g

100.000.000

21.999.820

12.653.300

12.300.937

97,22

100.000.000

01

04

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Kab.
Temanggun

g

100.000.000

21.999.820

12.653.300

12.300.937

97,22

100.000.000

01

04

05

Pelaksanaan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan
Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas

dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di
Bidang Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Kab.
Temanggun

g

25

lapor
an

100.000.000

21.999.820

12.653.300

12.300.937

97,22

100.000.000

ATK

12

bulan

840.000

Kertas/Cover

12

bulan

363.500

Bahan Cetak

12

bulan

2.400.000

BBM

12

bulan

3.000.000

SILATURAHMI dan
PEMBINAAN ORMAS
(sosialisasi aplikasi siormas &
siregimas)

keg

25.002.000

PEMBERDAYAAN ORMAS
(Pelatihan Kepemimpinan
Dasar Anggota Ormas
Perempuan )

keg

19.902.000

TIM TERPADU PENGAWASAN
ORMAS

keg

12.020.000
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APLIKASI REGISTRASI ORMAS
SIREGIMAS
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paket

31.025.000

Perjalanan Dinas

12

bulan

5.447.500

01

05

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

Kab.
Temanggun

g

836.597.640

2.514.045.640

484.680.288

484.537.443

99,97

836.597.640

01

05

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

Kab.
Temanggun
g

836.597.640

2.514.045.640

484.680.288

484.537.443

99,97

836.597.640

01

05

04

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

Jumlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi
di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Kab.
Temanggun

g

120

orang

836.597.640

2.514.045.640

484.680.288

484.537.443

99,97

836.597.640

Monev di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Agama

30.000.000

Hibah FKUB

180.000.000

Pencegahan Perkembangan
Aliran Sesat Keagamaan

100.000.000

Pembinaan Kepada
Penghayat Aliran
Kepercayaan Thp Tuhan YME
(PAKEM)

100.000.000

Fasilitasi pencegahan dan
pemberantasan
penyaluhgunaan dan
peredaran gelap narkotika
(PAGN)

426.597.640

# Penyusunan Perbup
P4GN dan MOU Kemitraan
serta kerjasama
penanggulangan narkoba

52.810.500
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# Pembentukan relawan
Anti Narkoba di kalangan
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Pelajar, Ormas dan Kelompok 119.970.000
Profesi
# Sosialisasi dan Publikasi
Anti Narkoba 100.000.000
# ASN bebas Narkoba
67.210.000
# Lomba Pembuatan Film
Pendek untuk pelajar SMA
dan sederajat, Temanggung 40.730.000
Bebas Narkoba
# Fasilitasi pembuatan
panti rehab medis dan sosial 45 877140

pecandu narkoba

01

06

PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

Kab.
Temanggun
g

1.135.000.000

999.999.998

528.483.000

528.453.000

99,99

1.035.000.000

01

06

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan
Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik
Sosial

Kab.
Temanggun

g

1.135.000.000

999.999.998

528.483.000

528.453.000

99,99

1.035.000.000

01

06

04

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan
Dini,Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Jumlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi
di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah

Kab.
Temanggun
g

250

orang

1.125.000.000

989.999.998

519.559.200

519.531.200

99,99

1.025.000.000
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Fasilitasi Kegiatan
Forkopimda 885.480.000
Sarasehan Tim
Kewaspadaan Dini Daerah 32.355.098
Monitoring Kewaspadaan
Dini Daerah 82.164.902
Musrenbang Kec.
Kandangan 25.000.000
Kawasan Terpadu
Nasional (KTN) 100.000.000
Pelaksanaan Monitoring, Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi dan Pelaporan di Monitoring, Evaluasi
Bidang Kewaspadaan dan Pelaporan di
Dini,Kerjasama Intelijen, Bidang Kewaspadaan
Pemantauan Orang Asing, | Dini, Kerja Sama
Tenaga Kerja Asing dan Intelijen, Pemantauan
Lembaga Asing, Orang Asing, Tenaga Kab
o1 | 06 2. 05 Kewaspadaan Perbatasan | Kerja Asing dan Terﬁanggun 10 lapor 99.98
01 Antar Negara, Fasilitasi Lembaga Asing, an 10.000.000 10.000.000 8.923.800 8.921.800 ’ 10.000.000

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan g
Kewaspadaan, serta Perbatasan antar
Penanganan Konflik di Negara, Fasilitasi
Daerah Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik

di Daerah
Kegiatan
Momtonng/Pemantauan 10.000.000
Orang Asing

Temanggung, Juni2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGESA DAN POLITIE

EABUPATEN TEMANGGUNG

DJOKO PRAS

NG, 5.508, MM

Pembina Utama Muda

NIF, 19721126

199203 1 002
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BAB V
PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang,
hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023
diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih
akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun
politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang
dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik untuk untuk meningkatkan kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 yang telah tersusun
akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan
di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri maupun pihak-pihat
yang memiliki keterkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah
direncanakan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 yang telah
disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi
Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar
dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran
pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya
pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya
akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya
kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Pada tahun 2021 total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik sebesar Rp. 4.849.251.994 dengan realisasi sebesar Rp.
4.774.836.504,00 atau terealisasi sebesar 98,46 %. Terjadi efisiensi
anggaran pada tahun 2021 sebesar 1,54%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik mendapat alokasi anggaran Rp. 5.734.661.449,00 yang terdiri dari
6 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program
Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya
Politik; Program  Pemberdayaan dan Pengawasan  Organisasi

Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan
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Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan
Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan
yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai sesuai dengan pentahapan
yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih

cepat dari waktu yang telah direncanakan.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

DLIOKD PRAS NO), 5.505, MM
Pembina Utama Muda
NIP, 19721126 199203 1 002
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FORMULIR PENGENDALIAN KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dokumen Jenis Kegiatan

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Hazil Pengendalian

i Kesesuaian Faktor

Tidak | __ | Tidek | Penyebab

Kptidaksesy ymdn

Tln.:mE:Lan,lul
PBenyempuimaan
Apabila Tidak

{1}

&)

4 {6} (7]

(8}

1.

= ——=rilm

i Ff-!:mzm Keria Tim

SK Tim Pemyusun Remja PD.

D:'_l'radaﬂuﬂmhmq_jh_

Analisis gamharan pelayanan PD

E.I._‘_{Ea

- -

Mengkaji hasil evaluas renja-PD tahun
hﬁﬂﬁarkﬁﬁ Renstra-PD

{'ﬂr{ﬂ.gﬁ

L

tugas dan fungsl perangkat daerah.

<
¢

Penetaahan rmncangan awal RKPD

Pemrnunn tujuan dan sasaran

o ——

Penelaahan usulan masvarakat

fLlele| |2

Hmwnr;kan program dan kegiatan PD
Provins! dengan usulsn program dan
kegiatan hasil Musrenbang kab®**)

11.b

Mermyelaraskan program dan keqgiatan PD
kabupaten dengan usulan program dan
kegiatan hasil Musrenbang kecamatan

Mempertajam indikator dan target kinerja
program dan kegiatan perangkat dacrah
sesual dengan tugas dan fungsi peranghat

it.d

daerah

Mensinkrenkan program dan kegiatan antar
perangkat daerah dalam rangka optimalisasi
pENCApaian SAsaran sesual dendgan

11.e

kewenangan ’
Meresuaikan pendanaan program an
kesgiatan priortas t?arcfawkan paqgu i

untuk masing-masing perangkat daerah

sesual SE Kepala Daerah.

12.

asaran program dan kegiatan perangkat
daerah disusun berdasarkan pendakatan
kinerja, perencanaan dan penganggaran

13,

terpadu,
Program dan keglatan antar peranglu{

daerah dengan
exsaran prioritas pem

14,

dibahas datam forum perangka i
Pendanaan program darn kegiatan prioritas
mgg_aa:.c;ﬁ pagu indikatif untulk masng:
FRasing perangkat daerahtelah marnyLsLm

dan memperhitunglan prakraan mapil.

) coret yang buiap periu

wn ) o unuk PO

KABUPATEN TEMANGGUNG

N

KEPALA BAPPEDA

IP. 19740508 200312 1 008

Temanagund,

Mei 2022
Mengetahui

KEPALA BADAN KESATUAMN
BANGSA DAN-POL

Temanggung,

Juni 2022

Disusun
KASUBAG PERENCANAAN
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PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
TAHUN 2023
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CHENIAEES AR PAD ey

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN
ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2023

Disusun oleh ;

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PEMDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

Telal diteliti dan diverifilkasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 4 Juli 2022

Sub Koordinator

RINAWATIHERI
Pembina

NIP. 19730501 199603 2 D04 NIP.197909242003122006

Mengetahui
KEPALA BAFFEDA
KABYPATEN TEMANGGUNG,

/'714'“?. 19740508 200312 1 008

Dipinca dengan CamScanner

=]


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

AENTA ZB2Y [ HRRPAD T T

KATA PENGANTAR

Puji svukur kami panjatkan ke hadlirat All=h SWT, atas perkenanNya
maka penvusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan. Pengelolaan
Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat
disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme vang telah dilentukan.
Rancangan awal Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan
pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan perangkat daerah BPKPAD
Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Program Indikatil Tahun Anggaran
2023. Adapun tujuan dari disusunnya Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung

Tahun 2023 antara lain sebagai bertkut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan
pembangunan daersh Tahun 2023 yang skuntabel, partisipatif,
bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan keglalan BPEPAD Kabupaten
Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;

2 Memberikan arahan vang jelas atas target kinera dan masing-masing
program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023;

4. Sebagal acuan dalam ranghka pelaksanaan program dan kegiatan BFKPAD
Kabupaten Temanggung Tahun 2023;

Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi
Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 bisa menjadi
sebyah Dolumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi
penyelenggaraan tugas - tUgas pembangunan, sckaligus merupakan
perwujudan amanat yang diemban oleh BPKPAD Kabupaten Temanpggung,

Temanggung, 4Juli 2022

KEPALA BPEKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI SE.
Pembina Tk. |
NIP, 197310201999031005

Dipindai dengan CamScanner

il

¢ —


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi,
dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa
Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub
kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan
masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat
Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat
kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta
rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang
akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan
penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat
Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat
Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu
RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat
Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta

urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
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Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen
perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang
didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan
aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten
Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama
kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah
pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan
pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan
pembangunan yang ada pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1

berikut.
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Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian
tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data dan Informasi;
Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, pada dasarnya
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sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD.

Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang

diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan

pelayanan internal Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah, yang menyangkut aspek:

1) Kondisi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah;

2) Organisasi dan Tatalaksana Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah;

3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah tahun sebelumnya;

4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan
Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah;

5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;

6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi
pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah;

7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;

9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2023;

10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi;

11) Data Pokok Pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah; dan

12) Informasi lain terkait pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah.

Analisis Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah:

1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk
mengukur kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah.

2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis
indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian
IKPD;

3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator
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dalam Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah untuk kondisi tahun 2019-2023;

4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun
2021, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD
yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;

5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari
definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari
semua indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah.

Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Lalu Berdasarkan

Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja yang direncanakan;

2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja
yang direncanakan;

3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja yang direncanakan;
Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program
atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang
timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor
penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Badan

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dilakukan

melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target
kinerja program,;

2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja
kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan
renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana
pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
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3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah
dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan
pencapaian visi dan misi kepala daerah;

4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana
berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai
dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu
pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai
keberhasilan dari pelaksanaannya.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah,

dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas

pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun sebelumnya, serta

capaian kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah;

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
capaian program nasional dan internasional, seperti SPM
(Standar Pelayanan Minimal) dan SDG’s (Sustainable
Developmnet Goals);

4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan,;

6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang




RENJA 2023| BPKPAD

strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan

identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja

programatau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau
kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap
program atau kegiatan untuk Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum
di dalam rancangan awal RKPD;

b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang
sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai
dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan
penerimaan pembiayaan daerah.

Perumusan Tujuan Dan Sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan

bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan

pemangku  kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran
pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan,
sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih

bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan

dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Namun

dalam proses ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses

pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk

perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan,
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Pendapatan dan Aset Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah
yang lain.

Perumusan Kegiatan Prioritas Dan Strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan
tingkat wurgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting
terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam pembangunan
daerah.

Penyajian Awal Dokumen Rancangan Renja Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan kegiatan
penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai
dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program
atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas
dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang
terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi
birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur,
iklim investasi dan iklim wusaha, energi, lingkungan hidup dan
pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan
pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik,
hukum dan keamanan.

Penyempurnaan Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan Dan Aset Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan
masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.
Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan
untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan saran dan
masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.
Penyesuaian Dokumen Rancangan Renja Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Dengan Hasil
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Pembahasan Forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah yang telah didiskusikan dalam forum
Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari
hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat

Daerah.

Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023

adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat
Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2009-2029;
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun
2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Temanggung Tahun 2018-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10
Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah; dan

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Temanggung dalam  rangka  merumuskan  prioritas  kegiatan
pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya
yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk Tahun 2023 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah antara lain
sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif,
bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selama kurun waktu 1 tahun
yaitu Tahun 2023;

3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing
program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah Tahun 2023;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program
dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Tahun 2023; dan
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5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah
(LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun 2023.

Sistematika Penulisan
Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Badan

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB 1II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN
2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP




RENJA 2023| BPKPAD

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun
2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023, diperlukan adanya
evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 terhadap capaian renstra
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun
2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun
berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian
akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di
Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan,
dimana capaian kinerja Tahun 2021 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan
Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah

sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKPAD / TAHUN 2021

BIDANG/ INDIKATOR KINERJIA TARGET AKHIR RENSTRA REALISAST TARGET 2021 REALISASI 2021 CAPAIAN 2021
KODE PROGRAM/ PROGRAM/KEGIATAN SATUAN (2023) s/d 2020
KEGIATAN K Rp K Rp K Rp(Renja) Rp(DPA) K Rp K Rp
! 2 s + 8 10 11 20 21 22 23
SO imgram ipeslilaza 19.097.797.924 5.721.653.172 | 96,84 | 6.323.000.000 | 2.327.399.750 | 59,88 | 1.945.581.736 | 83,59
euangan daerah
Prosentase konsistensi % 100
penganggaran terhadap 96,49 100 100 - 100
Perencanaan
Cakupan pengalokasian % 90
anggaran belanja dalam 96,46 89,96 100 - 100
APBD
Persentase dokumen % 100 85.71 100 043 ~ 42.86
penganggaran tepat waktu ’ ’ ’
Persentase penerbitan SP2D % 100 100 100 100 ~ 100
online yang tepat waktu
Persentase realisasi % 89,96 90.05 93 3497 ~ 3761
keuangan ’ ’ ’
Persentase laporan keuangan | % 90
perangkat daerah yang 84,67 90 84,78 - 94,20
akuntabel
Opini BPK atas LKPD WTP WTP WTP
e 5.174.250.000 1.594.557.597 2.565.000.000 | 709.455.700 579.011.500 | 84,38 | 81,61
5,02,02, Koordinasi dan Terlaksananya penyusunan Dokumen 48
2,01.01 Penyusunan KUA dan KUA dan PPAS APBD TA 846.150.000 48 236.485.750 4 150.000.000 76.576.800 3,00 61.336.737 75,00 80,10
PPAS 2023
5,02,02, Koordinasi dan Terlaksananya penyusunan Dokumen 48 100
2,01.02 Penyusunan Perubahan KUPA dan PPAS Perubahan 48 4 40.000.000 58.511.800 4,00 52.002.000 88,87
KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2022
5,02,02, Terlaksananya Penelitian dan Dokumen 40900 100
2,01.03 Koordinasi, Penyusunan Verifikasi RKA SKPD APBD
dan Verifikasi RKA-SKPD TA 2023 dan DPPA SKPD 11050 4324 40.000.000 30.000.000 4.424 6.897.200 22,99
APBD TA 2022
5,02,02, Terlaksananya Penelitian dan Dokumen 40900 100
2,01.05 Koordinasi, Penyusunan Verifikasi DPA SKPD APBD
dan Verifikasi DPA-SKPD TA 2023 dan RKPA SKPD 564.100.000 11050 78.415.800 4324 100.000.000 19.065.600 4.424 818.500 4,29
APBD TA 2022
5,02,02, . . Terlaksananya penyusunan Dokumen 30
2,01.07 Koordinasi dan Perda tentar};g lliPBy]II)‘1
Penyusunan Peraturan Kabupaten Temanggung TA
Daerah tentang APBD dan 24 3 195.000.000 238.563.800 3,00 225.924.513 100 94,70
Peraturan Kepala Daerah 202.3 dan Perbup tentang
tentang Penjabaran APBD penjabaran APBD Kabupaten
Temanggung TA 2023
5,02,02, | Koordinasi dan Terlaksananya penyusunan Dokumen 30
2.01.08 | Penyusunan Peraturan Perda tentang Perubahan 3.764.000.000 24 1.279.656.047 3 820.000.000 226.737.700 3,00 212.832.550 100 93,87

Daerah tentang Perubahan
APBD dan Peraturan

APBD Kabupaten
Temanggung TA 2022 dan




Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan

Perbup tentang penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten
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APBD Temanggung TA 2022
5,02,02, Terlaksananya Koordinasi Paket 4
2,01.09 Koordinasi dan dan Penyl_l.sunan Regulasi
Penyusunan Regulasi serta serta Kebjjakan Bidang 100
Kebiiakan Bid Anggaran terkait dengan - 0 - 1 1.200.000.000 30.000.000 1,00 19.200.000 64,00
cbyakan bidang kebijakan dan regulasi dari
Anggaran coya guiast
pemerintah dan pemerintah
provinsi
5,02,02, Terlaksananya Koordinasi Paket 4
2,01.11 Perencanaan penyusunan
Anggaran Pendapatan dan
Koordinasi Perencanaan Belanja Daerah baik dengan
A Belamia D h pemerintah, pemerintah - 0 - 1 20.000.000 30.000.000 - - - -
nggaran Belanja Daeral L ]
provinsi, pemerintah
kabupaten/kota lain maupun
dengan SKPD serta
pemerintah desa
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada 84.38
Program 40406 ’
Predikat sangat tinggi
26022’02’ Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.128.267.924 210.762.838 320.000.000 478.055.600 | 7.204 | 384.185.776 96,50 80,36
5,02,02, Koordinasi dan Pengelolaan Tersedianya daftar gaji bagi orang/ASN 37400
202.01 Kas Daerah PNS se Kabupaten 1.128.200.000 67.924 210.762.838 7500 200.000.000 417.583.000 7.000 339.482.676 93,33 81,30
Temanggung
5,02,02, Terlaksananya Koordinasi Unit Kerja
202.03 Pelaksanaan dan Penelitian
Penyiapan, Pelaksanaan Kelengkapan Dokl_,lmen SPP
Pengen dali,an dan dan SPM, Pemberian
) Pembebanan Rincian 104 100.000.000 49.756.600 102 38.697.900 98,08 77,77
Penerbitan Anggaran Kas
dan SPD Penggunaan Atas .
Pengesahan SPJ Gaji dan
Non Gaji, Serta Penerbitan
SKPP
5,02,02, Rekonsiliasi Data Terlaksananya Rekonsiliasi Unit Kerja
202.09 Penerimaan dan Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Pengeluaran Kas Serta 104 20.000.000 10.716.000 102 6.005.200 98,08 56,04
Pemungutan dan Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait Dengan Instansi Terkait
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada 96.50
Program 40406 ?
Predikat sangat tinggi
5.02.02 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
22)3 e Keuangan Daerah 12.795.280.000 3.916.332.737 3.438.000.000 1.139.888.450 982.384.460 98,81 86,18
5,02,02, Rekonsiliasi dan verifikasi Unit kerja 840
203.02 aset, kewajiban, ekuitas, Pelaporan Keuangan
Pendapatan Belanja, Perangkat daerah yang 12.264.000.000 256 3.835.207.700 168 2.078.000.000 40.250.000 168 20.348.500 100 50,56

Pembiayaan, Pendapatan-
LO dan Beban

akuntable
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5,02,02, Konsolidasi Laporan Tersedianya laporan Dokumen 5
100
203.04 | Keuangan SKPD, BLUD keuangan Pemerintah 531.280.000 2 81.125.037 1 160.000.000 60.276.150 1 49.245.600 81,70
dan Laporan Keuangan
. Daerah
Pemerintah Daerah
5,02,02, Koordinasi dan Dokumen 5
203.05 Penyusunan Rancangan
Peraturan Da_lerah tentang Terlaksananya koordinasi
Pertanggungjawaban
.. | dan Penyusunan Rancangan
Pelaksanaan APBD Provinsi Peraturan Daerah tentan. 100
dan Rancangan Peraturan - g 2 4 145.000.000 142.300.300 4 138.169.900 97,10
Kepala Daerah tentan Pertanggungjawaban
P g Pelaksanaan APBD Provinsi
Penjabaran
. dan Kabupaten/kota
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
5,02,02, Pembinaan Akuntansi, Terlaksananya_wc_)rks_hop, Unit kerja 525
203.11 rakor skpd sosialisasi
Pelaporan dan kebijakan akutansi dan
Pertanggungjawaban Ja 132 105 1.055.000.000 897.062.000 100 774.620.460 95,24 86,35
: tersedianya honor untuk
Pemerintah engelola keuangan se Kab
Kabupaten/Kota ,IIJ‘ g uang
emanggung
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada 08.81
Program 40406 ’
Predikat sangat tinggi
502.03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.816.875.000 271.255.795 660.000.000 3.037.709.050 86,69 1.845.914.766 60,77 60,77
Persentase tertib pengelolaan % 88,1
administrasi aset yang 66 84,52 93,91 - 93,91
akuntabel di satuan kerja
0,
Pfersentase pgmanfaatan aset % 99,1 99 08,7 79,47 ~ 79,47
di satuan kerja
‘250021' 03. gi:;grzflaa” Barang Milik 9361 2816.875.000 271.255.795 | 90,6 | 660.000.000 | 3.037.709.050 1.845.914.766 | 74,45 60,77
ggf'gf * | Penyusunan Standar Harga | Tersusunnya standar harga | DOKW™eR 125 1.128.200.000 25 200.000.000 20.669.000 10 17.924.501 40,00 86,72
Terselesainya laporan barang | unit kerja 840
milik daerah tepat waktu ,
502.03 Penat h B terlaksananya analisa
Do enatausanaan tbarang kebutuhan dan inventarisasi 265.412.500 217 46.952.000 168 50.000.000 833.401.150 168 819.145.301 100 98,29
201.05 Milik Daerah
bmd dg pasang plang bmd
dan tertibnya pengel;olaan
bmd
502.03. | Pengamanan Barang Milik | Terwujudnya tanah Pemda Bidang 720 530.912.500 85 106.126.573 45 95.000.000 1.828.367.500 90 711.121.875 100 38,89
201.07 Daerah yang bersertifikat
Optimalisasi Penggunaan, Terlaksananya pemanfaatan tanah/ban 17205
Pemanfaatan, barang milik daerah dan gunan
502.03. Pemindahtanganan, pemindahtanganan barang
s X 892.350.000 3000 118.177.222 3441 175.000.000 193.169.000 1.110 148.971.418 32,26 77,12
201.10 Pemusnahan, dan milik daerah dan tercapainya
Penghapusan Barang Milik target PAD dari sewa tanah
Daerah eks bengkok
Terlaksananya pembinaan unit kerja 840
502.03. | Penyusunan Laporan pejabat pengurus barang da 168 168 140.000.000 162.102.400 168 148.751.671 100 91,76
201.12 Barang Milik Daerah
terlaksananya laporan BMD
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada 74.45
Program 40405 ?

Predikat

sangat tinggi
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502.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.811.034.972 1.233.522.787 969.143.000 935.418.300 80,14 695.306.208 74,33 74,33
1 0,
Persentase Pemn.gkatan data % 1,27 1,05 0,72 0,70 ~ 97,22
jumlah obyek pajak
Persentase terverifikasi % 100 100
perubahan data yang tepat 100 100 100 -
waktu
Persentase penerbitan surat % 100 100
ketetapan pajak daerah tepat 100 100 100 -
waktu
Persentase realisasi % 95 100
penerimaan pendapatan 100 90 100 -
daerah
Persentase pelaporan % 95 100
pendapatan daerah tepat 100 95 100 -
waktu
30021'04' Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.811.034.972 1.233.522.787 969.143.000 935.418.300 695.306.208 94,46
502.04 Pendataan dan Terlaksananya pendataan OP 600
‘=" | Pendaftaran Objek Pajak X . 2.445.034.972 17.184 642.029.000 6000 513.143.000 497.051.300 4.337 311.241.886 72,28 62,62
201.05 Daerah objek Pajak Daerah
Pengolahan, pemeliharan Terlaksananya Pelayanan bulan 60
dan pelaporan basis data Pajak Daerah 880.000.000 24 463.049.418 12 350.000.000 367.373.200 12 318.299.449 100 87
Terlaksananya penetapan SKPD 1200
dan penerbitan Surat 880.000.000 3.200 463.049.418 1600 200.000.000 2.346 100
Ketetapan Pajak Daerah
i Bulan 60 100
502.04. || pep agihan Pajak Daerah Terlaksananya penagihan 186.000.000 24 41.288.400 12 41.000.000 15.023.500 12 12.337.700 82,12
201.11 pajak daerah
502.04 Pengendalian, Pemeriksaan | Terlaksananya kegiatan Bulan 60 100
201'13' dan Pengawasan Pajak monitoring dan evaluasi PAD 300.000.000 24 87.155.969 12 65.000.000 55.970.300 12 53.427.173 95,46
’ Daerah
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada 04.46
Program 40403 ’
Predikat SR EE
50201 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6.528.270.000 2.425.274.560 2.009.607.985 | 907.577.245 827.906.320 | 91,22 | 91,22
5.02.01. o 93,6 100
206 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.309.740.000 378.369.033 90,62 245.000.000 106.453.375 12 98.334.071 92,37
5.02.01. Penyediaan Komponen Bulan 60
i i istri 100 100
2,06.01 | Instalasi Tersedianya komponen listrik 99.615.000 24 28.035.900 12 15.000.000 9.999.875 12 99,21
Listrik/Penerangan bangunan kantor
Bangunan Kantor
5.02.01. i isti i i Bulan 60 100 100
> 0604 | benyediaan Bahan Logistik | Tersedianya alat tulis kantor 179.230.000 24 39.682.500 12 30.000.000 25.897.700 12 82,09
,U0. Kantor dan bahan kebersihan
5.02.01. i i Bulan 60 100 100
o605 | benyediaan Barang Tersedianya barang cetakan 86.410.000 24 74.916.750 12 20.000.000 9.763.400 12 99,99
,U0. Cetakan dan Penggandaan dan fotocopy
5.02.01. Tesedianya makan minum Bulan 60 100 100
2,06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu rapat, tamu dan harian 474.485.000 24 108.116.950 12 80.000.000 36.916.900 12 98,05
pegawai
5.02.01. Penyelenggaraan Rapat . Bulan 60 100 100
2.06.09 | Koordinasi dan Konsultasi | Lcraksananya perjalanan 470.000.000 24 127.616.933 12 100.000.000 23.875.500 12 88,76
SKPD dinas luar daerah
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada 100,00

Program
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Predikat sangat tinggi
5.02.01. . . . 93,6 100
208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.789.405.000 1.469.199.837 | 90,62 1.369.607.985 601.637.985 562.938.979 93,57
5.02.01. i i Bulan 60 100 100
Penyediaan Jasa Surat Terlaksananya perjalanan 33.205.000 24 7.040.000 12 5.000.000 1.495.000 12 80,27
2,08.01 Menyurat dinas dalam daerah
5.02.01. | Penyediaan Jasa Tersedianya jasa Bulan 60 100 100
2,08.02 Komunikasi, Sumber Daya komunikasi,sumber daya air 1.180.000.000 24 372.895.457 12 220.000.000 210.000.000 12 88,13
Air dan Listrik listrik
5.02.01. . tersedianya honor satpam, Bulan 60 100 100
2,08.04 Eenyed‘aan Jasa Pelayanan | (o oo kebersihan dan SS, 12 404.607.985 390.142.985 12 96,55
mum Kantor
lembur
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada 100.00
Program 40701 ’
Predikat sangat tinggi
5.02.01. || Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 93,6 1.429.125.000 577.705.690 | 90,62 | 395.000.000 199.485.885 166.633.279 100,00 | 83,53
2,09 Pemerintahan Daerah
5.02.01. Penyediaan Jasa Pemel, Terpeliharanya service Bulan 60
; : . s 100
2,09.02 | Biaya Pemeliharaan, Pajak, | o voian suku cadang, 604.000.000 24 263.343.940 12 150.000.000 85.835.380 12 83.521.579 97,30
dan Perizinan Kendaraan BBM dan pembavaran STNK
Dinas OPsl/ Lap P ¥
5.02.01. Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpeliharanva gedun Bulan 60 100
2,09.09 Gedung Kantor kanrior ya g g 256.025.000 24 144.729.000 12 140.000.000 24.833.720 12 23.263.000 93,68
&Bangunan Lainnya
5.02.01. Pemeliharaan/Rehabilitasi terpeliharanya servise dan Bulan 60 100
2,09.10 Sarana & Prasarana penggantian suku cadang 287.050.000 24 103.485.750 12 55.000.000 18.793.220 12 15.785.000 83,99
Gedung Kantor/ Bangunan | komputer dan AC
5.02.01. Pemeliharaan/Rehabilitasi Bulan 60
i ice li 100
2,09.11 | Sarana & Prasarana Terpeliharanya service lift 282.050.000 24 66.147.000 12 50.000.000 70.023.565 12 44.063.700 62,93
Pendukung Gedung Kantor | dan genset
atau Bangunan Lainnya
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada 100

Program 40702

Predikat

jumlah

9.961.750.985

7.208.104.345 5.314.709.039

sangat tinggi

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA
KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

94,89 73,73

| PREDIKAT

sangat tinggi

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

77,48

‘ PREDIKAT

Akan
Tercapai




RENJA 2023| BPKPAD

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian
kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di
Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di
tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas
pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan, sebagai
berikut :

A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

e Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

e Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

e Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBd

e Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APB

¢ Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

¢ Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

e Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran

e Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

e Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
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e Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD
e Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas
serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan
Instansi Terkait
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah
e Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah
e Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas,
Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan
Beban 100
e Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
e Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
e Penatausahaan Barang Milik Daerah
e Pengamanan Barang Milik Daerah
e Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
C. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
e Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
e Pengolahan, pemeliharan dan pelaporan basis data
e Penagihan Pajak Daerah
e Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak
Daerah

D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan, sebagai

berikut

e Penyusunan  Standar Harga, karena  perpindahan
tanggungjawab penyusunan standar harga dari Bagian
Ortala Setda ke bidang BMD BPKPAD sehingga tidak tercatat
dengan baik sehingga tercatat pencapaian kinerja hanya 40
%. Namun sebenarnya penyusunan buku Standarisasi

harga tahun 2022 telah 100 % terlaksana.
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¢ Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
disebabkan kenaikan harga sewa yang cukup timggi,
sehingga masyarakat merasa keberatan. Kenaikan harga

berdasar apprisial/ hitungan dari pihak ketiga.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil,
karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja
dengan kategori Rata-rata sebesar 100 % atau tergolong MEMUASKAN
dengan hasil sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Klnerja Per sasaran BPKPAD

Memuaskan 1 2
Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program
dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai
sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2019-2023.
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah

2.2.1.Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)
Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel
capaian IKPD berikut:
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Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Perubahan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Temanggung

No

Urusan/Bidang
Pemerintahan
Daerah, dan
Program/Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program

Satuan

Kondisi
Kinerja
Awal

Target Kinerja

REALISASI KINERJA

2018

2019

2020 | 2021 | 2022 | 2023

2019

2020 | 2021 | 2022

2023

CAPAIAN
2021 (%)

STATUS

T

CAPAIAN
s.d 2021
(%)

STATUS

T

2

3

5

7 8 9

10

11

12 13 14

15

16

17

20

21

BIDANG KEUANGAN

FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN

Persentase
Pendapatan
Asli Daerah
(PAD)
Terhadap
Pendapatan

%

na

na

14 15 15 15

15,12

16,79 | 18,67

100

100

Indeks
Pengelolaan
Keuangan
Daerah (IPKD)

%

NA

NA

NA 79,30 (79,40 |79,50

68,16

69,53 NA

NA

AT

NA

AT

Program
pengelolaan
Keuangan daerah

Prosentase
konsistensi
penganggaran
terhadap
Perencanaan

%

100 100 100

97,83

96,49 (99,77

99,77

AT

99,77

Cakupan
pengalokasian
anggaran
belanja dalam
APBD

%

89,96 (89,96 |89,96

100

100 100

100

100

Persentase
dokumen
penganggaran
tepat waktu

%

100 100 100

0,57

0,86 100

100

100




Persentase
penerbitan
SP2D online
yang tepat
waktu

%
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100

100

100

100

100

100

100

100

Persentase
realisasi
keuangan

%

92,71

93

93

93

93

94,57

93,68

89,00

95,70

AT

95,70

AT

Cakupan
Laporan
keuangan
daerah yang
akuntabel

%

920

920

920

95,74

85,11

89,13

99,03

AT

99,03

AT

Opini BPK atas
LKPD

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

NA

WTP

AK

AK

Program
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Persentase
tertib
pengelolaan
administrasi
aset yang
akuntabel di
satuan kerja

%

79,76

80.95

82,74

84,52

86,31

88,1

80,95

81,55

84,52

100,00

95,94

Persentase
pemanfaatan
aset di satuan
kerja

%

95,45

98,33

98,49

98,7

98,9

99,1

98,55

78,75

78,83

79,87

AT

79,55

AT

Program
Pengelolaan
Pendapatan Daerah

Persentase

Peningkatan
data jumlah
obyek pajak

%

3,56

0,93

0,73

0,72

0,96

1,27

1,14

1,053

0,70

97,22

AT

55,12

UK

Persentase
terverifikasinya
perubahan
data yang
tepat waktu

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100




Persentase
penerbitan
surat
ketetapan
pajak daerah
tepat waktu

%

100
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100

100
100 100 100 100 100 100

100

100

Persentase
realisasi
penerimaan
pendapatan
daerah

%

99,87

90

90 90 90 95 98,91 | 100 (103,54

100

100

Persentase
pelaporan
pendapatan
daerah tepat
waktu

%

93,54

90

95 95 95 95 100 100 100

100

100

JUMLAH INDIKATOR SASARAN

RATA-RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG KEUANGAN

100,00

100,00

JUMLAH INDIKATOR PROGRAM

14

RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG KEUANGAN

97,82

14

94,24

13

JUMLAH IKPD

16

RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH

98,91

16

97,12

15
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 14 indikator program,

dikategorikan SANGAT BAIK (97,82 %) dengan 8 indikator yang telah

tercapai dan 6 indikator akan tercapai yaitu :

1.

Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan dari

target 100 % tercapai 99,77 % dikarenakan :

Faktor pendorong :  Penggunaan Aplikasi yang sudah
menggunakan SIPD.

Faktor Penghambat : Keterbatasan Kemampuan keuangan daerah
sehingga mengakibatkan pengurangan pagu
anggaran dan kegiatan.

Persentase realisasi keuangan tercapai 89 dari target 93 % karena :

Faktor pendorong : target kinerja

Faktor Penghambat : Persentasenya menurun karena pandemi covid
maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan
work from home (WFH)

Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel tercapai 89,13 %

dari target 90 % karena :

Faktor pendorong : target kinerja

Faktor Penghambat : Persentasenya menurun karena pandemi covid
maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan
work from home (WFH)

Opini BPK atas LKPD target WTP hasil yang diperoleh NA,

disebabkan:

Faktor pendorong : Komitmen dari semua pihak yang terkait
dengan pengelolaan keuangan. Laporan
Keuangan disusun sesuai dengan PP 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Faktor Penghambat : Pada saat IKD dilaporkan, belum semua SKPD
mengirim SPJ Anggaran dan Kas Desember ke
BPPKAD selaku SKPKD dan pergantian
personil penatausahaan keuangan.
Pengumuman Opini dari BPK biasanya pada

bulan Mei tahun berikutnya.

. Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja, target 98,7 % Tercapai

78,83 % disebabkan :
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Faktor pendorong : Komitmen yang sama dari semua pihak
pengelola barang daerah dalam proses
pemanfaatan.

Faktor Penghambat : Pihak yang memanfaatkan aset Pemda belum

melakukan permohonan perpanjangan atas
aset Pemda yang dimanfaatkan.
6. Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak target 0,72 %
tercapai 0,70 % dikarenakan :

Faktor pendorong : Pelaksananaan kegiatan pendataan massal
SISMIOP  Objek dan  Subjek PBB-P2
menyumbang kenaikan objek pajak terbesar.

Faktor Penghambat : Dibutuhkan anggaran yang lumayan besar
untuk pendataan massal.

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja maka realisasi
anggaran sebesar 78,48 % menunjukkan ada banyak kegiatan telah
tercapai yang melakukan efisiensi. Beberapa hal yang menimbulkan
adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Berkurangnya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi
luar daerah dengan zoom meeting dll
2. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat
penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara
maksimal.
2.2.2.Data Pokok
Data pokok BPKPAD dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:
1. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap
Pendapatan
“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang
bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.
Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba
dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli
daerah lainnya yang sah”. Warsito (2001)
Rumusnya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi
realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%
Adapun persentase realisasi pendapatan asli daerah
terhadap pendapatan daerah Tahun 2017-2020 dapat dilihat
pada tabel berikut:
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Tabel 2.4.
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
Daerah Tahun 2017-2021

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021
Realisasi 308.466.748.340 252.019.934.778 | 278.3 | 307.456.823 | 363.956.011
Pendapatan Asli 06.40 .576 433
Daerah 8.650
Realisasi 1.779.850.394.321 | 1.731.168.366.27 | 1.840. | 1.830.815.0 | 1.950.113.7
Pendapatan 6 | 953.3 32.558 39.891
Daerah 06.30

3
Persentase
Realisasi
Pendapatan 17,33 14,56 15,12 16,79 18,66
Daerah

Sumber: CALK 2017-2019 dan LRA 2020 - Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan
pendapatan asli daerah . tahun 2021 tercapai sebesar 18,67% dari
realisasi pendapatan daerah, persentase . 2021 ini meningkat ketika
dibandingkan dengan capaian persentase tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan tabel diatas tren penurunan pendapatan asli daerah
secara signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana terjadi peralihan
hak atas pengelolaan pajak air tanah, dimana kewenangan
pemungutan pajak jenis tersebut diambil alih oleh provinsi,
sehingga menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah pada
tahun tersebut, pada tahun 2019 persentase meningkat dari pada
tahun 2018 sebesar 3%, pada tahun 2020 persentase realisasi
pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah mengalami
peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 tetapi capaian
realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan pada tahun 2020
mengalami penurunan sebesar Rp. 10.163.398.745 dari tahun 2019
sedangkan untuk tahun 2021 capaian realisasi pendapatan asli
daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah telah

mencapai 18,67%.

Tabel 2.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

Pendapatan 308.466.748. 252.019.934.7 307.431.698.5 364.099.510.2
Asli Daerah 340 78 278.306.408.650 76 73

LA Hasil 38.291.278.0 40.401.374.47 47.887.604.81 52.832.251.11

Pajak ’ ’ : ’ ’ ’ 53.424.094.046 ’ ’ ’ ’ ’ ’

94 0 3 9

Daerah

[.B Hasil

Retribusi 16'687'218?;? 12'702'535'3: 16.189.001.249 8.436.169.882 9.421.733.763

Daerah

I.C Hasil

Pengelolaan 13.762.738.2 24.857.473.73 14.571.585.064 18.800.858.16 19.633.082.91

Kekayaan 61 1 5 7

Daerah
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1.D Lain-lain

Pendapatan 239.725.513. 174.058.551.2 232.307.065.7 282.212.442.4
Asli Daerah 148 33 190.121.728.291 16 74
yg Sah

Sumber: CALK 2017-2020 dan LRA 2021 . Bidang Il BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian
realisasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun 2020
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada
tahun-tahun sebelumnya, untuk capaian hasil pajak daerah saja
untuk tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 10,4% jika
dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan hasil retribusi
mengalami penurunan sebesar 47,9% jika dibandingkan dengan
realisasi tahun 2019. Untuk pendapatan dari sisi hasil
pengelolaan kekayaan daerah memang mengalami peningkatan
sebesar 29% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019
sedangkan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
mengalami peningkatan juga sebesar 22%. Capaian untuk -
tahun 2021 melebihi capaian tahun-tahun sebelumnya baik dari
sektor hasil pajak daerah, capaian yang sekarang meningkat
kecuali dengan tahun 2019. Dan dari sektor lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah juga lebih tinggi daripada
realisasi tahun sebelumnya. Dari sisi retribusi memang capaian
meningkat ketika dibandingkan dengan tahun 2020 akan tetapi
ketika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang lain
capaian ini masih tergolong rendah.

2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengitungan IPKD berdasar Permendagri nomor 19 Tahun 2020

Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung

dengan 6 (enam) dimensi yaitu :

a. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Pada tahun 2021 kesesuaian dokumen perencanaan dan
penganggaran didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang
mencakup indikator :
i. kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS,

dihitung dengan rumus sebagai berikut=

Jumlah kesesuaian program

Jumlah Program
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ii. kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD,
dihitung dengan rumus sebagai berikut=

Jumlah kesesuaian program

Jumlah Program
iii. kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung
dengan rumus sebagai berikut=

Jumlah kesesuaian pagu

Jumlah Program
iv. kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. dihitung
dengan rumus sebagai berikut=

Jumlah kesesuaian pagu

Jumlah Program
b. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Dimensi yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Keuangan

Daerah, yang mencakup:

1. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi
pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);

2. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan
kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen)di luar gaji;

3. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur
sebesar 25% (dua puluh lima persen)dari penerimaan
dana transfer umum; dan

4. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi
Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD
dihitung dengan rumus:
Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
diberikan skor 1.
Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi
persyaratan  yang  ditetapkan dalam = peraturan
perundang-undangan diberikan skor O.

c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah

mencakup Ketepatan waktu dan keteraksesan.




RENJA 2023| BPKPAD

d. Penyerapan Anggaran
Dimensi Penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang
fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penentuan skor masing masing indikator adalah presentase
anggaran belanja terhadap realisasi.
Apabila prosentase = 80 % maka 1, Prosentase kurang 80 %
maka O

e. Kondisi Keuangan Daerah
Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan
suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya,
mengantisipasi  kejadian tak terduga dan untuk
mengekseskusi hak keuangan secara efisien dan efektif.

f. Opini BPK
Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun
terakhir ( Tahun 2017 sampai 2019) memperoleh opini WTP
yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan
Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Hasil Pengolahan data untuk Indeks Pengelolaan Keuangan di
Kabupaten Temanggung = NA

Hal ini disebabkan Pengukuran IPKD menjadi tanggung jawab
Propinsi, sedangkan kewajiban kabupaten/kota memasukkan data

ke dalam aplikasi http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/.Kabupaten

Temanggung telah melaksanakan kewajiban tersebut, tinggal

menunggu hasil pengukuran oleh Propinsi.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Prosentase Konsistensi Penganggaran Terhadap Perencanaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah.
Penganggaran diawali dengan penyusunan PPAS (Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara) setelah diketahui informasi



http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/
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berapa jumlah anggaran yang tersedia. PPAS berfungsi sebagai
dokumen untuk merancang APBD yang menjembatani antara
perencanaan (RKPD) dengan kebijakan dan rancangan anggaran
yang berdasar pada ketersediaan atau pagu anggaran.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan adalah
kesesuaian nama kegiatan yang ada dalam penganggaran, yang
sama dengan nama kegiatan yang ada dalam perencanaan
dibandingkan dengan jumlah total nama kegiatan yang ada
dalam perencanaan.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting
diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja
Pemerintah Daerah, agar seluruh program dan kegiatan
pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian
dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah
direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran
yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk
memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-
program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan dihitung
dengan rumus jumlah nama kegiatan yang sama dalam
perencanaan dan penganggaran dibagi dengan jumlah nama
kegiatan yang ada dalam perencanaan dikali seratus persen.

Rumusnya adalah jumlah nama kegiatan yang sama dalam
perencanaan dan penganggaran dibagi dengan jumlah nama
kegiatan yang ada dalam perencanaan dikali seratus.

Adapun persentase konsistensi penganggaran terhadap
perencanaan Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Persentase Konsistensi Penganggaran terhadap Perencanaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun
Uraian

2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah nama kegiatan yang sama
1810 1859 2.754 2.862 2.138
dalam perencanaan & penganggaran
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jumlah nama kegiatan yang ada
2200 2175 2.815 2.966 2.143
dalam perencanaan

Persentase konsistensi penganggaran
81,73 85,47 97,83 96,49 99,77
thd perencanaan (%)

Sumber Data: Bidang Penganggaran

Di tahun 2021 terjadi kenaikan dibanding tahun 2020
yaitu dari 96.49% menjadi 99,77% hal ini dikarenakan
Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerapkan Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dimana tidak ada
perbedaan dalam setiap kegiatan, karena pembaharuan
nomenklatur dengan terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal
27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap provinsi dan
kabupaten/kota seluruh Indonesia harus melakukan pemetaan
program kegiatan tahun 2021 disesuaikan dengan Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah di Permendagri No. 90 Tahun 2019 telah
disusun sejak proses perencanaan. Adapun pada Perubahan
APBD TA 2021 ada beberapa sub kegiatan yang tidak bisa
teranggarkan sesuai perencanaan hal disebabkan karena
efisiensi dan efektifitas mengingat APBD Kabupaten Temanggung
mengalami defisit yang salah satu solusinya adalah melakukan
efisiensi.

b. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (BARU)
Dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah merupakan salah satu dimensi yang diukur
dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup:

1. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan
sebesar 20% (dua puluh persen);
2. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan

sebesar 10% (sepuluh persen)di luar gaji;
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3. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur
sebesar 25% (dua puluh lima persen)dari penerimaan dana
transfer umum; dan

4. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar
Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dihitung

dengan rumus:

Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor

1. Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan diberikan skor O.

Tabel 2.7
Indeks dimensi pengakolasian Anggaran Belanja dalam APBD
Indikator Skor Skor rata- | Indeks
rata (D.2)
Alokasi jumlah belanja untuk fungsi| 1 1+1+1+1=1| =4/4*100
pendidikan sebesar minimal 20% dari
APBD 4 =100

Alokasi jumlah belanja untuk urusan | 1
kesehatan sebesar minimal 10% dari
APBD di luar gaji

Alokasi jumlah belanja untuk | 1
infrastruktur yang langsung dalam
alokasi dana transfer sebesar minimal
25% dari Dana Transfer Umum

Alokasi jumlah belanja untuk | 1
memenuhi Standar Pelayanan Minimal

Sumber data : Bidang Penganggaran

Pada . dapat dilaporkan bahwa pengalokasian anggaran pada
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk hal-hal
sebagaimana tersebut diatas (tabel 11) telah sesuai dengan
ketentuan. Secara rinci persentase pengalokasian anggarannya
sebagai berikut :

Alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar
Rp585.038.982.552,00 atau sebesar 28,5% ;
1. Alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar

Rp491.496.959.816 ,00 atau sebesar 30,38% ;

2. Alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar

Rp173.560.645.120,00 atau sebesar 26,03% ;




3. Alokasi
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anggaran belanja untuk

memenuhi Standar

Pelayanan Minimal (SPM) sebesar Rp 154.091.486.002,00

c. Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu

Dokumen penganggaran adalah semua rangkaian proses

dalam penyusunan APBD sampai dengan disahkannya APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menyebutkan secara jelas

tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2021 yaitu sebagai berikut :

URAIAN WAKTU

NO

1 Penyampaian rancangan Perubahan KUA | Paling lambat minggu I
PPAS oleh Kepala Daerah Bulan Agustus

2 Pembahasan dan kesepakatan antara | Paling lambat minggu II
Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan | Bulan Agustus
KUA PPAS

3 Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah | paling lambat minggu III
perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, | bulan Agustus
RKA-PPKD dan Perubahan
DPASKPD /PPKD serta Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan  Rancangan
Peraturan  Kepala Daerah  tentang
Penjabaran Perubahan APBD

4 Penyampaian Rancangan Peraturan | September
Daerah tentang Paling lambat minggu II
bulan - 89 - Perubahan APBD oleh Kepala
Daerah kepada DPRD

) Pengambilan persetujuan bersama DPRD | Paling lambat 30
dan Kepala Daerah September

§) Menyampaikan Rancangan Peraturan 3 hari kerja setelah
Daerah tentang Perubahan APBD dan persetujuan bersama
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD
kepada Menteri Dalam Negeri / Gubernur
untuk dievaluasi

7 Hasil evaluasi Rancangan Peraturan | Paling lama 15 hari kerja
Daerah tentang Perubahan APBD dan | setelah Rancangan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah | Peraturan Daerah tentang
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tentang Penjabaran Perubahan APBD Perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD diterima oleh

Menteri Dalam

Negeri/Gubernur
8 Penyempurnaan Rancangan Peraturan Paling lambat 7 hari kerja
Daerah tentang Perubahan APBD sesuai (sejak diterima keputusan
dengan hasil evaluasi yang ditetapkan hasil evaluasi)

dengan keputusan Pimpinan DPRD
tentang penyempurnaan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD

9 Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD | 3 hari kerja setelah
tentang  penyempurnaan Rancangan | Keputusan pimpinan
Peraturan Daerah tentang Perubahan | DPRD ditetapkan

APBD kepada Menteri Dalam

Negeri/Gubernur

10 | Penetapan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran perubahan

APBD sesuai dengan hasil evaluasi

11 Penyampaian Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD kepada

Menteri Dalam Negeri/Gubernur

Persentase dokumen penganggaran tepat waktu dihitung
dengan cara yaitu jumlah dokumen penganggaran yang tepat
waktu di bagi dengan total jumlah dokumen penganggaran yang
di rencanakan dikali seratus persen.Prosentase dokumen
penganggaran tepat waktu dalam penyusunan APBD di
Kabupaten Temanggung S tahun terakhir sebagaimana tabel
berikut:

Tabel 2.8
Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun
Uraian

2017 2018 2019 2020 2021

jumlah dokumen
penganggaran yang tepat 3 3 4 6 7
waktu
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total jumlah dokumen
penganggaran yang di
rencanakan

Prosentase dokumen
penganggaran tepat 42,86
waktu

42,86

57,14 85,71

100

Sumber Data: Bidang Penganggaran (tahapan penyusunan Perubahan APBD TA 2021)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase

dokumen penganggaran tepat waktu pada Tahun 2021

sebesar 100%. Semua

dokumen

penganggaran yang

tahapannya berlangsung pada tahun 2021 dapat disusun dan

ditetapkan sesuai jadwal.

Dokumen

sebagaimana dimaksud pada tabel

penganganggaran

diatas adalah dokumen penganggaran terkait tahapan

penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Secara

lengkap dokumen penganganggaran sebagaimana dimaksud

terinci pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Data Dokumen Penganggaran Kabupaten Temanggung
Tahun 2017 s.d Tahun 2021

TAHUN %
N
Dokumen Penganggaran
o 2017 2018 2019 2020 2021
1 | Penyampaian Rancangan v v v
KUA & PPAS kepada DPRD X X
2 | Kesepakatan KUA & PPAS X X X AV Vv
3 | Surat Edaran Bupati
tentang Pedoman X X X \Y% Vv
Penyusunan RKA
4 | Penyampaian Rancangan v
APBD kepada DPRD X X X X
5 | Persetujuan Bersama
antara DPRD dengan
. \Y \Y \Y \Y Vv
Bupati tentang Rancangan
APBD
6 | Penyampaian Rancangan
APBD kepada Gubernur v v v v v
7 | Penetapan Peraturan v v v v v
Daerah tentang APBD

Sumber Data : Bidang Penganggaran

Keterangan : \Y%

X

Tepat waktu
Tidak tepat waktu

Keterangan : Tidak bisa diganti angka karena parameternya/tolok

ukurnya beda.
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d. Prosentase Penerbitan SP2D Online Yang Tepat Waktu.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum
Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar)
(sumber: Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung TA 2021).

Penerbitan SP2D disebut tepat waktu apabila diterbitkan
paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima dan
dinyatakan lengkap/memenuhi syarat pengajuan SPM
sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan SP2D tepat
waktu, dengan rumus : jumlah total SP2D yang dicairkan
tepat waktu dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan
dikali 100%.

Penerbitan SP2D di Kabupaten Temanggung di awal
Desember 2021 sudah menggunakan aplikasi SP2D online.
Adapun Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu Tahun
2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu
2017-2021
Tahun 2017 2018 2019 2020 2021
Total SP2D yang 5.118 6.754 | 7.735 | 8.566 | 8.757
dicairkan tepat
waktu (%)
Total SP2D yang 5.118 6.754 7.735 8.566 8.757
diterbitkan (%)
Prosentase
Penerbitan SP2D 100 100 100 100 100
Tepat Waktu (%)

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu

6 tahun berturut-turut SP2D diterbitkan tepat waktu karena
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setiap ada pengajuan SPM segera mungkin diverifikasi dan

segera diproses setelah dokumen dinyatakan lengkap.
Adapun data penerbitan SP2D Tahun 2021 dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 2.10

Data Penerimaan SPM & Penerbitan SP2D Tahun 2021

NO NAMA OPD JUMLAH SPM | JUMLAH SP2D
1 g)irllla(s) ll;e’lng;c;i:an, Kepemudaan, 565 565
2 | Dinas Kesehatan 372 372
3 | Puskesmas Rejosari 29 29
4 | Puskesmas Dharma Rini 31 31
S | Puskesmas Bulu 27 27
6 | Puskesmas Tembarak 27 27
7 | Puskesmas Selopampang 28 28
8 | Puskesmas Temanggung 22 22
9 | Puskesmas Kranggan 31 31

10 | Puskesmas Tlogomulyo 26 26
11 | Puskesmas Pringsurat 33 33
12 | Puskesmas Kaloran 36 36
13 | Puskesmas Kandangan 34 34
14 | Puskesmas Kedu 34 34
15 | Puskesmas Parakan 38 38
16 | Puskesmas Bansari 36 36
17 | Puskesmas Kledung 45 45
18 | Puskesmas Ngadirejo 30 30
19 | Puskesmas Jumo 37 37
20 | Puskesmas Gemawang 30 30
21 | Puskesmas Tretep 34 34
22 | Puskesmas Candiroto 36 36
23 | Puskesmas Bejen 26 26
24 | Puskesmas Tepusen 31 31
25 | Puskesmas Traji 27 27
26 | Puskesmas Pare 21 21
27 | Puskesmas Wonoboyo 32 32
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28 | Puskesmas Banjarsari 24 24
29 | Rumah Sakit Umum Daerah 70 70
30 Dinas Pekerjaan Umum dan 468 468
Penataan Ruang
Satuan Polisi Pamong Praja dan
81 Pemadam Kebakaran 103 103
32 | Dinas Sosial 119 119
33 D1ngs Perindustrian dan Tenaga 106 106
Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
34 Perlindungan Anak, PP dan KB 87 87
35 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 375 375
dan Perikanan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
36 | Permukiman dan Lingkungan 293 293
Hidup
37 Dinas Kepenc.lu‘dukan dan 95 95
Pencatatan Sipil
38 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 96 26
dan Desa
39 | Dinas Perhubungan 203 203
40 | Dinas Komunikasi dan Informatika 248 248
Dinas Koperasi, Usaha Kecil
41 Menengah dan Perdagangan 144 144
42 | Dinas Penanaman Modal 155 155
43 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 159 159
44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 90 90
45 | Inspektorat 68 68
Badan Perencanaan Pembangunan,
46 | Penelitian dan Pengembangan 204 204
Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan,
47 Pendapatan, dan Aset Daerah 635 635
Badan Kepegawaian dan
48 | Pengembangan Sumber Daya 87 87
Manusia
49 | Bupati dan Wakil Bupati 3 3
50 | Bagian Pemerintahan 2 2
51 | Bagian Hukum 18 18
52 | Bagian Perekonomian 30 30
53 | Bagian Pembangunan 26 26
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Bagian Kesejahteraan Rakyat dan

54 Bina Mental “ 4
55 | Bagian Umum 245 245
56 | Bagian Organisasi 3 3
57 Eﬁ;ﬁﬁgowkm dan Komunikasi 64 64
58 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 43 43
59 | Sekretariat DPRD 210 210
60 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0
61 [B)z(:?erlthenanggulangan Bencana 150 150
62 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 81 81
63 | Kecamatan Temanggung 92 92
64 | Kelurahan Temanggung I 41 41
65 | Kelurahan Temanggung II 41 41
66 | Kelurahan Butuh 44 44
67 | Kelurahan Jampiroso 14 14
68 | Kelurahan Jampirejo 36 36
69 | Kelurahan Kertosari 36 36
70 | Kelurahan Banyuurip 40 40
71 | Kelurahan Kowangan 46 46
72 | Kelurahan Jurang 49 49
73 | Kelurahan Tlogorejo 31 31
74 | Kelurahan Kebonsari 48 48
75 | Kelurahan Manding 48 48
76 | Kelurahan Mungseng 34 34
77 | Kelurahan Purworejo 41 41
78 | Kelurahan Giyanti 42 42
79 | Kelurahan Madureso 28 28
80 | Kelurahan Sidorejo 27 27
81 | Kelurahan Walitelon Selatan 40 40
82 | Kelurahan Walitelon Utara 27 27
83 | Kecamatan Tembarak 85 85
84 | Kecamatan Pringsurat 74 74
85 | Kecamatan Kaloran 78 78
86 | Kecamatan Parakan 70 70




RENJA 2023 | BPKPAD

87 | Kelurahan Parakan Kauman 41 41
88 | Kelurahan Parakan Wetan 28 28
89 | Kecamatan Bulu 74 74
90 | Kecamatan Kedu 73 73
91 | Kecamatan Kandangan 58 58
92 | Kecamatan Candiroto 47 47
93 | Kecamatan Ngadirejo 68 68
94 | Kelurahan Manggong 32 32
95 | Kecamatan Jumo 58 58
96 | Kecamatan Wonoboyo 64 64
97 | Kecamatan Kranggan 73 73
98 | Kelurahan Kranggan 26 26
99 | Kecamatan Bejen 67 67
100 | Kecamatan Kledung 79 79
101 | Kecamatan Bansari 69 69
102 | Kecamatan Tlogomulyo 60 60
103 | Kecamatan Selopampang 71 71
104 | Kecamatan Gemawang 80 80
105 | Kecamatan Tretep 81 81
JUMLAH 8.757 8.757

Sumber Data: Bidang Perbendaharaan Tahun 2021
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Tabel 2.11

REKAPITULASI PENERBITAN SP2D YANG TEPAT WAKTU PER BULAN
PADA TAHUN 2021

NO. BULAN SPM SP2D TEPAT WAKTU
1 JANUARI 342 342
2 PEBRUARI 412 412
3 MARET 661 661
4 APRIL 642 642
5 MEI 694 694
6 JUNI 695 695
7 JULI 713 713
8 AGUSTUS 664 664
9 SEPTEMBER 737 737
10 OKTOBER 790 790
11 NOVEMBER 954 954
12 DESEMBER 1.453 1.453

Jumlah 8.757 8.757

Sumber Data: Bidang Perbendaharaan Tahun 2021
Berdasarkan Tabel 12.3 tidak terdapat perbedaan data antara

pengajuan SPM dengan terbitnya SP2D tepat waktu.

Persentase Realisasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018
Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah, baik
berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai
pengurang ekuitas dana atau nilai kekayaan bersih.
Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Kebijakan Umum APBD disusun secara rasional dengan
memerhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas
pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak
akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan
daerah. Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan, maka
pendapatan daerah diproyeksikan pada pendapatan yang
optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan

batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.




RENJA 2023| BPKPAD

Realisasi  Belanja  terhadap  APBD Kabupaten
Temanggung  tahun 2017 sampai 2021 dengan rumus
Realisasi belanja daerah dibagi anggaran belanja daerah dikali
100%.

Adapun Persentase belanja terhadap APBD Tahun
2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12

Persentase Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021

Realisasi
Belanja 1.768.574.354.911 |1.670.309.285.608 [1.841.033.635.270 1.783.202.807.598 1.827.456.909.428

(Rp)

IAnggaran
Belanja
Daerah

(Rp)

1.841.286.645.554 |1.782.086.882.170 [1.946.665.378.928 1.903.418.786.991 2.053.340.949.247

[Persentase
Belanja 96,05 93,73 94,57 93,68 88,99

terhadap
IAPBD (%)

Sumber : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, persentase Belanja terhadap APBD
Kabupaten Temanggung selama S (Lima) tahun menurun dari
92,47% menjadi 88,99%, Tahun 2019 sampai dengan 2021
Persentase Belanja menurun menjadi 88,99 %. Penurunan
Belanja pada tahun tersebut dipengaruhi oleh pendapatan
transfer dari pusat yang menurun. Selain itu pada Tahun 2021
capaian belanja lebih rendah daripada tahun-tahun
sebelumnya juga dikarenakan dampak dari pandemi covid.
Pada Tahun 2021 Pendapatan baik pendapatan asli daerah
maupun pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Provinsi mengalami penurunan  sehingga
mempengaruhi alokasi belanja. Belanja lebih focus untuk
menangani covid dan belanja Perangkat Daerah capaiannya
menurun dibandingkan dengan triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2021, realisasi

belanja mencapai 88,99%.

Rata-rata persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten
Temanggung periode 2017-2021 adalah sebesar 93,21%.
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Terhadap capaian belanja yang menurun tersebut Pemerintah

Kabupaten Temanggung berupaya untuk mendorong Perangkat

Daerah agar segera melaksanakan target kinerja agar capaian

belanja dan kinerja dapat tercapai sampai dengan akhir tahun

anggaran.

FEMERINTAH KABLIPATEN TEMONGEUNG
LAPORAN RINCIAN REALIFAS| ANGIARAN MENURUT URLIGAN PEMERIMTAHAN, OROANISAS]
PEMDAPATAN, BELAMIA DAM PEMEIATAAN

TEHUN ANGEARAN 2000

-1 B34 BIGEE0S
Ale E=riamiizh |
Wskasing hama Aekeaing Anggaran Realisasi --—-ﬁ---—'EEF-'--
i FEARTA 70039 | 0 O A ] S 1
i PENDAPATAN ASLIDAERAH 251 942586 75106 H07.090. 408 6000 6 A2 T2 A 0
faed P Dswen 572000 DO0E] 47087 30061300 1 6 M B30 8
anil ) s FETrr ) T Y- T i I
IE h Fsit o T R R T
141103 Fﬂ_ﬂcl-l‘.l.lﬂ.l'l 1000 K000 2iEE 15]_-I-: EEEEHEII_I]i A
2110 ?‘a:tﬁﬁdﬂ\: 300000 D008 51!.-1&051;.'“_:_ HELDEm TA0
1R Pagk Farasga dakn L e T L
10T Faik Fartr T2 RGO T30 000 00| B0 6207
shAr FhoN0nG  TLwsgmE  1BZe0 041

S1115  ed Peoknan ok oes Taveh dar Bargunan SN0 18 ISLREEEN]  TISEAGSIA00 TH) Al
112 Hagil Purbesi Dasarah TEIZTER 0008 aus.ﬂ-mz-::! M3 LFTEI O 1258
271 Famb Jma Lmun EIIEEE0E SN IerE R 547
1202 Pratibuil <33 Lsanal | TIERINOD) | IBLRSTED  sIrdinm re2e
41233 Fleiri i Perii e Tevderriy | ranoeemooe| 1R R 1mLE| 143 2sEaa Oy 1|

i1a Heml Pengeiven Kiapsen Cowrsh Yong Do | 150950007105 18907058 100,00 (7B 108,506,007 (388
i1 Eaqirn Lat st Perevionn Model pads Peczsfmen A DoenhBUAMD| 19555000 IT100 1000t BEEAEG00 (762 16H100 DY 0195
il e Penzerai A2d Doenh vaeg Gen 18150 TR 0R) o AIT R TR 00 e 108 371106 00 23 M
#1401 Hand Porpuslen Aot Daoran v Foah Dipeafean RS I 22T RO 213 91
ez lamewm 200 16003 0| 268150 33000 (3t BALBSI0 (763
#1403 Pardazatan Sunga Depesrn IP0SasR SEIEESD| LEEEESTAN0 B34
TRE=Y Tl.l'll.l.mﬁmtllnrgm Comraa =000 FD0C 21.000 I:ﬂ]_nf-.r 1a Dnttﬂﬂiim_ﬂ':
eIy Feadazatan Dende Fask | 13300 a0 3145 e, 13S0 P A
11&38 Fasdagalan Tende Astribus | 208 L R umm:ﬂ'lm.u':
Hind Posdpstincer Porerbolin |.__'.§:"?9_'9_75?!'._.'_': CEEMAR I {RTSMSa0 wAE
L1415 Posdiaaion Soaden Laporot Ut Caersh (BLUD 0 | ITOMD0MGRATG) 0 093057000 00) 0001200 00 2 AT
41477 padapian Pengaolaan Ao Dastah sang Tilex Dypssnkan B T e 30003 LTS3 518
41418 Pasaagatan Dands Pamnggaran o b nox 40t
a2 DLy PERIWEANEN 1061 183012 200,001 DA 5677 TR0 (4,565 M30.806 0 4144)
a3 Dara Eag Hasl PejaiEag) Hasli Bukarn Pa@i 61 012 TEE 0000 EEG.E':EEEE.EE! 1EEF NS SERIN 3B
':“'H_E}'JE?EE | SSMIEAR0E N [EVISGEMED  20ETMNM 4
i2hi2 2 | Ha=dl m_;_sg_mmmm ! 1381482 00005 ITE-]!-..'G.B!_?.IJJE :IE'_.E?:!?H,B][ “—;‘i:

e

| 44




RENJA 2023 | BPKPAD

i Caria Adchal Ureum T 6B 000,00 76D 5730000, 00| 5242 180 0a3 0 |1%
T Diana Adokas Lmum DAL} TI7 646187 000,00 737 5187000, 00| ol b,
47T Ciana Akckasi Limum DAL Tamteaen P MILCEH00 2411 FRI00LM| jeEE I
T Cian Aok Krums TR AL B e aem  amansiE §
(FE ] o B AREE PGS (DAK] Fiaguiar nmﬁm o7 00330 TA7.00] (2001100 200 J50;
2L D Akl K ratsuts (TAK] Fiar Foes, T4 4 2 0 1B e e 0| 1R akinA me] B
gl i Alckas] Khusiss (DAK] Pasagacas 1EE5T E5S 03000 TEVLEVER M| ﬁmw.m_-x:iﬁmﬂ
i3 LA -LEIN PEMDASATEN DASRAH FANG 5iH RS 1T0 20 AT 0] 4T TR 430 300 00| ENETHENG AN e
e Fendapatn Heeh TRAE SGSATLOE TLTPRAOI0Im| 7T TALNTE0] BT
43108 Frrviapatmn Hiteh Dans Banber Dparsmsas Geknish (B05) TRAE A ATLI0 T TALB0000 M| {7 R TR AT BT
£33 it B3 Faaea Dok, 36 Prowi 43 Pamerintof: Daarsh Lastya 500 000000 S8 TIRDTI 00| (3IANGT (200,
1301 [iata Ba Fasa Pa ok o Frowes BE00 00000000 S4EVRLTION (341 mlx[%
43 Clarta P fiudian Qaf CR0mi KIMELS B 31 R 00 00 S5.011.406, D0 00| ooa| B
43403 Clana inaad Dagtah 5534 405 000,000 55 M1 406 o m| opal - ool
43 Eamim Sesangen oo Fiowims ave Paenrish Ders o TETONOCG0N ARSI eIsm| 1l mr-mu:n'rﬁ.uq.l
4T Egmuas Seamngan e Frowins AT I00000, 00  GURTAD.ZA| (1 31ZI TR0 e
m CmpDeen 34T B 1125 00000 54T 036 0
i3 D (33 1) Beecalins 031 AFON 247 B 2 0,0 e BT K DL
LT ParRapa e B TRELEE0 DR AR, 0001 B T 00 smml A 6 e Eae 0 i
[ EEL=H:A [¥ 222 245 7R850, 0001 7ER F0LA0T S0 H IS BT S| s
il BELANA TIAK LANGELNG {8 27061 70061, 0011 713 207 70 62 00 (57 478 1000 00y |5
£ BELAN.A FEGANS] T1RE36 062900, 000 BT 72500571 00| (45563 463 L300y ‘Eﬂ
R Eadaria Gaj dar Tofjangan AZF2E0 DL TTE I 682075 BH.E1:.00| (41078 642 185,004 &)
£410 Eclarja Tambatan Fongrasias PN PE1ZE L0100 Bl AdlEbim| RErE mon | 3
G memmmm ammm:n_tc1 B.521.788 rmml lzlzjm.u:ql rm:ql
LHHE irspnl Pamangiian Fajsk Daersh ETTNO000G000O 1 TDLAMDD00M0] AR LA DG0 [ A
1 nseHH Perparcns Peribus: Doerat TIEERAI0 PR ESETEO0| AR50 AT
§i BELANA HERH 79167 G750, 00 BLEOE 7T BELO0] A TN 15000 |
S Peia riteh kepace Bean eneagatgenss 71157 G 950,000 60008, 7 B2 00|12 M8 7101 SE0%
£15 BELAN:A BARTLAN BI8IAL §7E2 520 000,60 T182.052000.00] [15C0.26.00
HES] Eelaria Baruin Sosisl kefate Dradid S0kl Refbpaahaen 1142 EX000, 00 @35 953 DO i :aw.mm}
51802 Eslarja Earuar 5o Hepata Eeiompot Mayarda 6 000 000,10 0% M m|
L Ertaris Eamuar 505l Hepsis Angpos Massershet TREIDLOGD 6302 0.0000| |12 7]
Bl Eetorpy Eag Hood kepacs Prosies’ Kabupstas/ Koo con Pemenntas Dess| B2 DLOGGIN  SUMAM O] [IB5S03H00
1861 Pelwa Bap Heed Prisk Doareh Kipaas Permvabiar Daca 410 600 00 00F L W 00 000, 0] E;L
S1603 Ao} Bary Hasl Rotribes| Deoran Hapadd Femenng Dess VECIDNOORIN  {ETIMGTO0] (1355 35100 10
wmzmwmm Proasibabunai il Panernish 4114+ssaa:n.nc1 mm.mmml R e
E17a1 . A1l BE1 SO0 DO A0 D000 000 00| |1 B4EEN 000 Hdis]
] Eelaria Tk Terdiga 5523 B P00 49956 004 MAMD|  j57E 25 T 00 AT
£1BC Esiarya Tiak Terduga 58 I NI 900,00 43396 002 V3| PED 209 TA7 001107
[zz |BELANCA L eNaENG B B MRG0 SEVSET TR e 7it 361 e 00 e
[zz1 EELANAFEGAWA 1D E7 S 00 1EERAANAE| =3 rmmm:ﬂ Tom]
E2im Henzranum FHE: 053 B 300,00 iﬂmﬂzq {2 202 02 200,004 21,57
g2 HOnGrBr ko FRE PR ANRSET O G &R0 ER0 N LGN
£ Lang Lemiur talRraa el 107ESES 0TI 0 mmﬂu:ﬂﬂ
| D] Eglarja Pegawal BOE TMTAZA AN BT HIMED |1asuaa1 103,3%] 7,77y
22102 Eiarss Frepawal BLUD TAEIS43EZIODE  TITAOSS TOT | (2067 MIRA0,000| s
B2 Lianz riuk dibencm o=peda Pk Henga Mas bl T R T e e [
e BELAM.ABARANG D5N 54 3hi 514 4TRC000 32 US585e £s (N [305EA 758 385 0010 51}
£ Bebitja Behian Paha Hetes 12960 MEEET 0 10SI8ITT 46000 {1 374054 201,00 11,1
EFaE] Badaria Esharddaranisl ILEM NTHEON  ASA4TT 00| |4 EE3 T 24500
|ezzma Esiari Jma T II4ERD0 MBI ESIM|  ITIAOTS 3O |31:1
FEraT] Bslarp Fremi dmrane: T30 3 254870 0
2] Bty rE Pormmilin Ken tras CeTmir A06End TER D
S22 Bedar Lok, 26m Porondsen 6184 £90.082. 000
E? Eadaria Besca FumaeSod sl arvy Parkir 1 505 BA00000 0
ErraT] |E=iarjm Senm amas Mokt T AI0CO0DY 11000 {4EETSD, u:q |'ra,aa¢|
1ZT |Betarp Seaen A Bt W MANONE  WTMENE|  (EETAN,
‘gm: Eedi Pyl Soasd Peratch 308 45 Persaan Kario! 18T 0N 1850105 L0 1I&31-1 1.1
eyl Bed ri bipkona den Wirimat VAT TR | A4
e Balaria Palaian Dinas das Ardurma 1R NTHON  1EH4ENEE ,,.:11.“
| e E] Eelarjs Frisan Kata SRITHAS0ODN BI225 001/
1= Eetarys Faimeen Khaze den HorHan Terem) LI TR0 1076 5T aemm.u:q %ﬂ
o] Eetarjd Pedaienm Dieags 0008 TGRSET I X054 960 705 0| E'HH-'I‘EHUIIH
ar | Bedatia Beeciiza 2 Pardiiban FAS 143 10500 [ B0
i Badaria Kurtus, Pasiian, Beeliesi fan Bimbia g Tkt LU HEQDODY  BATDEIT IEA,N
[rrmz |Bslariz Farslaraa LI TOCOANE 408477 500
prer)] |Estari Jma Harmukae LORAIBTON0 2442 V0 300/
501 [Betary Beeng (4n.tes BOS 3067 A0 I 0 RAEATL A0
=2l Betani Eareng dan.Jass BLUD 158 !Elt??ﬂ!x_ﬂ-ﬂ.llﬂ 145 PR35 B0 0
] Belirja Barang yany san Disrathan bepads MasyarasatFial Ketige 1047 4A0EIEDE 15| B550 L83 1
e Balaris Kepasartaan |83 SE00DY  NEIT4TLI00E




RENJA 2023 | BPKPAD

e e ks e T s, ey ey s
7] BELEALE WAL 5L 08 2000012 205 J6d B D 13 T B g g
£330 Ealanja Mad sl Panpadiaan Taat 0 0.0 G448 200 HAEE0 S0 D0} i
12 & Madel Penpeciaan Alw -4t Baret .o om om nog
e Bty o Mol P padaar f-Sai & tgkutan et Bermaor 4548 E0 00 SROREGOEON DN 90 ESR D0 DY (5 Dl
e I_acmumnnmmmﬂu & rgestan Dot Tedak Bermoios B ZUGDO QOO {h00 G 00 L, )
e Bl a iind od o Eaciaan ALd-Sad Fofeyil ahiad P oriasian Do Falasrakan T A s I A O
22310 Belanj 2 Mool P peciasr Peisas Famor EEMOIONG A0 PLEIAZNDTY 2T
1550540 IEA 00 1545000 1 -l RE UL A
CEETH Exlanja M al Pangadasn Kompur B TR DG BPATOAT DET.O0 (19 70 Zpe 00y (2 5
L) Balary Lo ol Banpactear Mehadar mﬂm% L T
E33lL | Bl a ko id P acaan: Pl Clagun 17254 TO000 eS0T {T-EGE BRSO, ¢4 T
\_'7133‘5 Etanj M #l o pecianr Pren ey Suorgan Pumah Tangga RN MEMETROE (320400 B TH
£331E Bl o ad P it - et S0 MOSM 00N MDOEALCODN i 545 EN ) (30
| Bty At sl Panpainar Ade-Ain Ko TR 10,00 HEEa TN (H BRI T 0,35
Elan B vl P s k-4 b BTS00 om0
Exlan| sl Pancasinar A4l Kedokisran BITATETSLDO  W045ITED 53T LIRS W 5
Bk 5 ] Bl P 0233 ALDN-SEL LA 18T 528 100, DG 686 B (0 (000 Gire ] DL 1, T
Ealanfa Madel Farcadaan Konssl Jaln BEELTEEOID TEEEGAEON (523 6 2007043
[ Feer] Eetan 3 sl Pan peciaan Kimsrs. Jenhim 8% 100 0 [l nm o
£330 |Bm1nmm=mpnammu Janecen 2 TGS 0000 RIESIE0OSION (B33 OT3 peA P,
Belar z il Pan pacissr Penacargan Jakan, Tamm dar Haen Kot TAIZTAR 000D G200 00 i 75 RO 1Y 6. 25
Eilary a bl P e ket LEDAF O Twiagen I b | ooy o
EslanjaMad sl Pengedaan KonsruksiFanbeten’] Baganan HIZIE e e
Edlar}a biod P fenaan Bk epuiisiasn L G LU 270 00 [ AT
Bsdaya Mo al Fanpadaar By Sarcors: Kasarian, dar ¥abedayaan ERIEman  IEEG (20 W  [T0L4ZI DO T
ek tal Senpacingn Abt-5f Permenystsmkearmans G000 10 10000 003 oo
Bialary a Mo al P pactaan, Kasamanar Jaie. AT WEIOOEE S EMEESIDN  (1D0LNE.AGE DN BB
|2ezem |Eelanja i B0E IRIESTID GO0 NUERASTIDSDN (3 BEASTH 1IR3 ONRIZ AT
£33 Balarg a W3l SLUT 10706 WOEEA D0 EON IR IS D0 0100 02 S Dy v 0o
Arrkh Babnz |.m41amm_:q1 namwmu#umrlsmmm i 32
Earpan {Cefng) ruuz-ur:aa:rw;{ 47587058 5::1:4 oS0 IH R 0o
E FEME AN [AERAR TR ITE BN 1 T T I |11iEEi'mm é
1 FERERIUAAN BERELYAAL [LEREH 120 TERIF1 330000 134749367 EG, |11ur.mm
il ez Lin P kngan A eren Totun rggaran Seboumrn SR | 12086 (W1 000 W00.085 W7U3N0 0
T Prarairia lan Balaria steu S0 Lab 123305 (7 83000 121 MRS R ED u.rq I fi
W Prsizap Dasrsh B 130 ATHO00, 00 VO 000 0K 10,
Ema L iz |9ETa0 (9 SRt [T I 1@
17 Punatnasn Parsaungan Fhek kaiys L3 O 00E|  1247.3604ED, [115.2E0 538 [0 (B,
jarmm Fermemsan Pervargm Ptk Kaige LT 0em| 12473 (1BAELISE DN BT
Jmian FeneErasn Pensionam 128 T2 (T 0060 ©2d TR EGT EE 00 |12I-[ﬁmll]* III.[I11
B PELELAA 4 DAERAH 10658 360 453000 BABLTTES4T00  (T4R1NZEIE D] (T0E
5 FEHIFELUARLAN PEMSIATAAN DAERAH 106608 430E|  SEALWEMTAY (TS 1EEE00 T,
Efm Proatpor o MDD raBi s P emenimal (SR RO VRERT S R LT Rl R L R
Ecaias Lcana Ml Dacrah (BUMD) S000000 00000 SATLMOEn 0 (ESE 150 458 Di1s,
Eﬁ;ﬁ Feefwungan Frask Kehga [l T I T TR RGO I 143
3 Farhiningan Flak Kilga EEMA W AAT00]  ETSREALE 8 ThDes BAI T 14
umian Fungélisas PaTdapaes 06 360 G300 FEILTESHTN (At ma.m‘ .:T.M{
Puribiapaan ban L 19S TOTAET,00 114 851 200545, :mmmm‘ ch
fisa Latin Paarisayaan deygeanin | BAP SN e A4L TIEEEE B u_rq nrq

*Data LRA sd 31 Desember 2021 upload dari aplikasi tanggal 5 JANUARI 2021




PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REALISASI APBD BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

RENJA 2023 | BPKPAD

NO. JUMLAH TOTAL
IRAAR ANGGARAN 2021 REALISASI
ANGGARAN
| PENDAPATAN DAERAH 1.883.645.026.164 1.950.257.238.731
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 271.757.079.716 364.099.510.273
a. Pajak Daerah 45.834.000.000 52.832.251.119
b. Retribusi Daerah 9.230.953.050 9.421.733.763
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 19.633.782.917 19.633.082.917
d. Lain-lain Pendapatan PAD Yang Sah 197.058.343.749 282.212.442.474
2. Pendapatan Transfer 1.541.799.707.448 1.537.846.595.458
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
a. Dana Bagi Hasil 50.813.502.000 66.832.564.275
b. Dana Alokasi Umum 753.140.119.000 753.140.119.000
C. Dana Alokasi Khusus 312.103.525.781 300.924.916.104
d. Dana Insentif Daerah (DID) 17.149.213.000 17.149.213.000
e. Dana Desa 247.881.825.000 247.881.825.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 121.618.522.667 114.087.366.818
b. Bantuan Keuangan 39.093.000.000 37.830.591.261
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 70.088.239.000 48.311.133.000
a. Pendapatan Hibah 571.300.000 571.300.000
b. Lain-lain Pendapatan 69.516.939.000 47.739.833.000
1l BELANJA DAERAH 2.053.340.949.247 1.827.456.909.428
1. BELANJA OPERASI 1.373.906.713.450 1.198.550.299.521
a. Belanja Pegawai 718.221.177.664 681.115.868.693
b. Belanja Barang dan Jasa 545.478.975.141 424.896.014.331
C. Belanja Bunga -

d. Belanja Subsidi -

e. Belanja Hibah 92.739.551.295 89.549.428.997
f. Belanja Bantuan Sosial 17.467.009.350 2.988.987.500
2. BELANJA MODAL 266.067.413.573 219.127.292.008
a. Pengadaan Tanah 9.000.000.000 58.015.740
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin 83.896.202.382 61.235.110.772




Pengadaan Gedung dan Bangunan
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92.858.878.990

83.638.790.248

d. Pengadaan Jalan, Irigasi, Jaringan 74.198.762.300 72.389.167.162
e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya 5.792.569.901 1.729.295.086
f. Pengadaan Aset Lainnya 321.000.000 76.913.000
3. BELANJA TIDAK TERDUGA 8.704.328.802 5.779.500.000
a. Belanja Tidak Terduga 8.704.328.802 5.779.500.000
4. BELANJA TRANSFER 404.662.493.422 403.999.817.899
a. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemdes/kel 5.675.400.000 5.656.124.477
b. E;gt:;: Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pem Desa 398.987.093.422 308.343.693.422
c. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 0

SURPLUS/(DEFISIT) (169.695.923.083) 122.800.329.303
1 PEMBIAYAAN 169.695.923.083 168.979.841.981
1. Penerimaan Pembiayaan 170.943.242.545 170.136.987.651
a. Penggunaan SILPA 97.987.843.344 97.952.645.136
b. Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masayarakat 0
C. Uang Jaminan 8.459.817.029 7.688.778.546
d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 54.591.032.711 54.591.032.711
e. Sisa Dana BOS 9.904.549.461 9.904.531.258
2. Pengeluaran Pembiayaan 1.247.319.462 1.157.145.670

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1.247.319.462

1.157.145.670

PEMBIAYAAN NETTO

169.695.923.083

168.979.841.981

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

291.780.171.284

*Data LRA sd 31 Desember 2021 upload dari aplikasi tanggal 5 Januari 2022.

f. Presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang

Akuntabel

Laporan Keuangan

Pemerintah

Daerah

harus

Akuntabilitas artinya dalam menyajikan, melaporkan dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dapat
dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah, kesesuaian Sistem Pengendalian

Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan APBD. Penyajian laporan keuangan pemerintah
bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan
dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan

kinerja keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut
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digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan

dari pemerintah.

Data dukung laporan keuangan Perangkat Daerah
berupa SPJ yang terdiri dari LRA, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan SPJ

Administratif Bendahara.

Rumus Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan
laporan akuntabel dibagi jumlah keseluruhan perangkat

daerah dikali 100%.

Adapun persentase laporan keuangan perangkat daerah
yang akuntabel Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2.13

Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel
Tahun 2017-2021

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Perangkat 47 47 47 47 46
Daerah.

Jumlah Perangkat Daerah
yang Menyampaikan 44 44 45 39 41
Laporan Akuntabel.

Persentase Laporan

Keuangan Perangkat 93 93 95,74 82,98 89,13
Daerah Akuntabel (%)

Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan data di atas, selama Tahun 2017-2021
Laporan Keuangan Perangkat Daerah selalu akuntabel.
Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan
prinsip-prinsip akuntansi. Tetapi masih ada temuan BPK atas
SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
pada laporan keuangan di SKPD. Tahun 2021 Laporan
Keuangan SKPD  sampai dengan Desember 2021
persentasenya meningkat Tahun 2020 karena semakin
baiknya pengelolaan dan penatausahaan keuangan. Hal

tersebut karena BPKPAD selalu berupaya melakukan
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asistensi atau pendampingan kepada Perangkat Daerah

sehingga pemahaman pengelola keuangan SKPD yang

meningkat.
Tabel 2.14
Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2021
Oktober Nopember Desember
No Perangkat Daerah i i i
& Akunt Tidak Akunta Tidak Akunt Tidak
abel Akunt bel Akunt abel Akunt
abel abel abel
1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah v
Raga
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah A% \Y
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
4 \% \Y
Ruang
5 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan v v
Permukiman dan Lingkungan Hidup
6 Satuan Polisi Pamong Praja dan v
Pemadam Kebakaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah \Y \Y
8 | Dinas Sosial A% \Y%
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
9 | Perlindungan Anak, Pengendalian \Y \Y
Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
10 . \% \Y
Perikanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
11 .. \Y \Y
Si